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Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan masih belum optimal, 

terindikasi oleh masih terdapatnya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan 

peruntukan sesuai perizinan yang telah disahkan saat mendirikan bangunan gedung. 

Masalah yang dielaborasi dalam skripsi ini ialah bagaimana pengawasan terhadap 

bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan, dan bagaimana penerapan sanksi 

administratif terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persetujuan 

bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan. 

Metode penelitian menggunakan analisis yuridis, hal ini dilakukan agar dapat 

memperoleh data yang akurat dengan sebuah kegiatan ilmiah yang berprospek pada 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Metode penelitian juga digunakan untuk 

mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan penyelenggaraan perizinan 

bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung di kabupaten 

way kanan. Adapun Pendekatan masalah dalam proses pengumpulan data pada 

penelitian maka menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dan tertib peraturan perundang-

undangan di Kabupaten Way Kanan telah dilakukan melalui pengawasan secara 

terjadwal dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, 

masih ditemukan adanya  bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukannya,  
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karena itu penerapan sanksi administratif sejauh ini sudah pernah dilakukan pada saat 

pengawasan langsung dengan diberikan surat peringatan dan instruksi terkait prosedur 

selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan. Sehingga masyarakat yang melanggar akan menerima sanksi 

administratif dan langsung melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku. 

 

Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung , Sanksi Administrasi, Perizinan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON THE 

IMPLEMENTATION OF BUILDING LICENSE WHICH IS NOT IN 

COMPLIANCE WITH BUILDING APPROVAL 

IN WAY KANAN DISTRICT 

 

By 

 
Aprima Damayana 

 

The construction of buildings in Way Kanan Regency is still not optimal, as 

indicated by the presence of buildings that are not in accordance with the 

designation according to the permits that have been approved when constructing 

buildings. The problems elaborated in this thesis are how to supervise buildings 

in Way Kanan Regency, and how to apply administrative sanctions to buildings 

that are not in accordance with building approvals in Way Kanan Regency. 

The research method uses juridical analysis, this is done in order to obtain 

accurate data with a scientific activity that has prospects for the development of 

legal knowledge. The research method is also used to find answers to problems 

with the implementation of building permits that are not in accordance with 

building approvals in Way Kanan Regency. As for the problem approach in the 

process of collecting data in research, it uses a normative juridical and empirical 

juridical approach. 

 

The results of the study show that development and orderly legislation in Way 

Kanan Regency have been supervised on a scheduled basis and have been carried 

out according to procedures. Even so, there are still buildings that are not in 

accordance with their designation.  As for the application  administrative  
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buildings that are not in accordance with their designation, so far this has been 

done during direct supervision by being given a warning letter and instructions 

related to further procedures, in accordance with Regional Regulation Number 

5 of 2016 concerning Building Permit Retribution. So that people who violate it 

will receive administrative sanctions and immediately improve the building 

approval requirements according to construction procedures.. 

 
Keywords: Building Approval, Administrative Sanctions, Licensing
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Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali- 

kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat 

Allah) itu menggelisahkan kamu. 

 
(Q.S. Ar Rum: 30) 

 

 

 

 
Jika seluruh rencana kita tidak terjadi seperti yang diharapkan, 

tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, 

sedangkan Allah mendesain dengan cinta. 

 
( Abu Mahira ) 

 

 

 
"It's impossible for an ordinary person to decide to be extraordinary." 

 
 

(Elon Musk) 
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BAB I  

     PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan Negara hukum yang sedang berkembang. Indonesia memiliki 34 

provinsi, sebagai Negara yang sedang berkembang tiap provinsi terus melakukan 

pembangunan–pembangunan di setiap sektor untuk mengejar ketinggalan dengan 

Negara maju dan mewujudkan kesejahteraan umum yang tercantum pada alinea IV dan 

diuraikan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yan berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

 

Setiap manusia dihadapkan pada tiga kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pangan, 

sandang dan papan. Dalam ketiga kebutuhan tersebut, masyarakat memiliki hak dalam 

berpartisipasi untuk pembangunan berkelanjutan dan sebagai pemenuhan hak 

papannya. Selain itu, setiap manusia tidak lepas dari upaya menjalankan kehidupan dan 

penghidupannya. Salah satu upaya itu dapat ditempuh melalui usaha perdagangan 

maupun usaha lainnya, yang tak jarang mengharuskan adanya pendirian bangunan- 

bangunan tertentu atau penyelenggaraan bangunan gedung. 

 

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan 

pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, 

serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.1 Dalam rangka 

terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin kepastian hukum, 

dalam penyelenggaraan bangunan gedung harus memiliki Persetujuan 

1 Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
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Bangunan Gedung sebagai dasar legalitas bangunan tersebut didirikan, sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung: “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung”. 

 

Permohonan persetujuan mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh 

pemerintah daerah. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah di ubah dalam Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diatur hak dam kewajiban pemilik 

dan pengguna bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dikatakan 

pada Pasal 40, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung 

mempunyai hak mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat atas rencana teknis 

bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan, melaksanakan pembangunan 

bangunan gedung sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

pusat, mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang 

dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah pusat, mendapatkan insentifsesuai dengan 

ketentuan perundangan-undangan di  bidang cagar budaya, mengubah fungsi bangunan 

setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan mendapatkan ganti rugi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam hal bangunan gedung 

dibongkar oleh Pemerintah Pusat bukan karena kesalahan pemilik bangunan gedung. 

 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai 

kewajiban, menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi standar 

teknis bangunan gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya, memiliki 

Persetujuan Bangunan Gedung, melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai 

dengan rencana teknis, mendapat pengesahan dari pemerintah pusat atas perubahan 

rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan dan 

menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknis 
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yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk 

melaksanakan pekerjaan terkait bangunan gedung. 

 

Pada Pasal 41 disebutkan bahwasanya dalam penyelenggaraan bangunan gedung, 

pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak, mengetahui tata cara 

penyelenggaraan bangunan gedung, mendapatkan keterangan tentang peruntukan 

lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan atau rurang tempat bangunan akan 

dibangun, mendapatkan keterangan mengenai standar teknis bangunan gedung dan atau 

mendapatkan keterangan mengenai bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus 

dilindungi dan dilestarikan. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik 

dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban, memanfaatkan bangunan 

gedung sesuai dengan fungsinya, memelihara dan/atau merawat bangunan gedung 

secara berkala, melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan 

pemeliharaan bangunan gedung, melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas 

kelaikan fungsi bangunan gedung, memperbaiki bangunan gedung yang telah 

ditetapkan tidak laik fungsi dan membongkar bangunan gedung dalam hal telah 

ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, berpotensi menimbulkan bahaya 

dalam pemanfaatannya, tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau ditemukan 

ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang 

tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. 

 

Kewajiban membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

f dilaksanakan dengan tidak menganggu keselamatan dan ketertiban umum. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan Pasal 41 ayat (2) 

huruf a, menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna bangunan gedung memiliki 

kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung seperti melakukan pembangunan 

harus mengikuti isi yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang terdapat 

dalam PBG yang diberikan dan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 

fungsinya dalam PBG. Sehingga sudah seharusnya penggunaan setiap bangunan 

gedung tersebut harus sesuai dengan peruntukannya 
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dalam PBG. 

 
Persetujuan Bangunan Gedung merupakan suatu perizinan yang dikeluarkan dalam 

pemenuhan persyaratan administratif dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 

Pemilik dan pengguna bangunan gedung memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung seperti melakukan pembangunan harus mengikuti rencana teknis 

yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang terdapat dalam PBG yang 

diberikan dan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya dalam PBG. 

Sehingga sudah seharusnya penggunaan setiap bangunan gedung tersebut harus sesuai 

dengan peruntukannya dalam PBG. Namun pada faktanya, masih banyak bangunan 

gedung yang tidak sesuai peruntukannya dengan apa yang tercantum pada PBG.2 

Sebelum Persetujuan Bangunan Gedung, perizinan untuk mendirikan bangunan disebut 

sebagai Izin Mendirikan Bangunan seperti tercantum pada Undang Undang Nomor 28 

tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan ini merupakan respon atas terbitnya 

Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Menurut kepala bidang bagian Penanaman Modal dan Pengawasan, sejauh ini di 

kabupaten Way Kanan pemerintah daerahnya belum mengganti istilah IMB menjadi 

PBG dalam pembuatan izin bangunan gedung dikarenakan Peraturan Daerah yang 

sedang dalam proses perubahan.3 Didalam proses perubahan peraturan daerah, 

memerlukan waktu yang tidak singkat, dan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu 

pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan belum segera menyelesaikan peraturan 

daerahnya yang berkaitan dengan perubahan Izin Mendirikan Bangunan dengan 

Persetujuan Bangunan Gedung. Jadi, sampai tahun 2022 saat ini Pemerintah Kabupaten 

Way Kanan, tepatnya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang menangani perizinan bangunan gedung masih menggunakan istilah IMB. 

 

2 Hasil beberapa survey pada fakta lapangan. 
3 Wawancara Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pengawasan, “ Risep Fanti Roza ,S.E.,M.Si. 21 

maret 2022, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Pukul 13.00. 
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Perbedaan IMB dengan PBG, adalah IMB merupakan izin yang harus diperoleh 

pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan harus 

dilampirkan saat mengajukan permohonan izin.Sementara PBG bersifat sebagai aturan 

perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan. Aturan tersebut berupa 

bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan Standar 

teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, 

pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, serta pemanfaatan 

bangunan gedung. 

 

Selain itu, ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), 

ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), dan ketentuan 

penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH). Lalu ketentuan penyelenggaraan 

Bangunan Gedung Negara (BGN), ketentuan dokumen, serta ketentuan pelaku 

penyelenggaraan bangunan gedung. Perbedaan lain terletak pada tahapannya. IMB, 

yaitu izin yang harus diurus oleh pemilik bangunan. Sementara PBG hanya berupa 

ketentuan soal teknis bangunan. Jika pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian 

penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi 

adminstratif terdapat pada Pasal 45 dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang perubahan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: 

 

a. peringatan tertulis; 
 

b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
 

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ; 
 

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 
 

e. pembekuan persetujuan bangunan gedung; 
 

f. pencabutan persetujuan bangunan gedung; 
 

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 
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h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 
 

i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Jika bangunan sudah terlanjur mendapatkan izin IMB sebelum peraturan baru terbit, 

maka izin tersebut masih berlaku hingga berakhirnya masa izin. Di Kabupaten Way 

Kanan masih banyak pemilik dan pengguna bangunan gedung yang melanggar 

dan/atau tidak memenuhi kewajibannya.4 Masih banyak ditemukan pemilik dan 

pengguna bangunan dalam hal penggunaan bangunan gedung tidak sesuai dengan 

peruntukan awalnya atau tidak berlandaskan PBG yang telah disahkan oleh pemerintah 

daerah. 

 

Dari data yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu bangunan gedung yang sudah memiliki persetujuan bangunan gedung pada tahun 

2020 terdapat 1.096 gedung yang didaftarkan PBG nya, dan bangunan gedung yang 

telah memiliki PBG pada tahun 2021 bertambah 1.078 bangunan gedung.4 

Disamping itu masih banyak bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan telah 

memiliki PBG akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya 

atau penggunaannya yang melanggar dari ketentuan PBG yang telah disahkan 

sebelumnya, salah satunya seperti yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kampung 

Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu yaitu bangunan tersebut yang peruntukan awalnya 

adalah sebagai rumah namun berubah menjadi tempat gudang penjualan hasil bumi.5 

Dalam permohonan PBG yang diajukan oleh pemilik bangunan, persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis yang dipenuhi adalah untuk PBG rumah, namun 

pada pelaksanaannya penggunaan bangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan 

 

 

 

 

4 Wawancara dengan Arie Antoni Thamrin S.STP., S.IP., Tanggal 31 Januari 2022. 
5 Wawancara dengan Joniada Kusuma , Tanggal 22 Januari 2022, di Kediaman. 
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peruntukan awalnya karena digunakan sebagai tempat gudang penjualan hasil bumi.6 

 
Berdasarkan uraian di atas, Penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat sebuah judul yaitu “Penerapan Sanksi Administratif terhadap 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan Persetujuan Bangunan 

Gedung Di Kabupaten Way Kanan.” 

 

1.2. Permasalahan 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan perizinan terhadap bangunan gedung di Kabupaten Way 

Kanan? 

2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap bangunan gedung yang tidak 

sesuai dengan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap bangunan gedung di Kabupaten Way 

Kanan. 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap bangunan gedung yang 

tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

memberikan wawasan dari sisi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu hukum 

administrasi negara khususnya hukum perizinan. 

6 Ibid. 
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2. Sebagai bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada pemerintah daerah 

setempat dalam penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan 

bangunan gedung yang tidak sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung 

Kabupaten Way Kanan. 

 

3. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 

menyumbangkan gagasan pemikiran dan juga sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh 

Program Sutdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang 

Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan 

mengolah data yang akurat.Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta 

analisa data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telat didapat penelitian, 

terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai alasan yuridis Yang dianalisis secara 
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komprehensif dari skripsi ini. 

 
BAB V PENUTUP 

Merupakan bab yang terisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa 

jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran 

penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang 

berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara 

Pengertialn Hukum Aldministralsi Negalral paldal dalsalrnyal definisi Hukum Aldministralsi 

Negalral salngalt sulit untuk dalpalt memberikaln sualtu definisi yalng dalpalt diterimal oleh 

semual pihalk, mengingalt Ilmu Hukum Aldministralsi Negalral salngalt luals daln terus 

berkembalng mengikuti alralh pengolalhaln/penyelenggalralaln sualtu Negalral. Menurut 

Philipus M. Haldjon Pengertialn Hukum Aldministralsi Negalral aldallalh salralnal balgi 

pengualsal untuk mengaltur daln mengendallikaln malsyalralkalt mengaltur calral-calra l 

palrtisipalsi walrgal negalral dallalm proses pengalturaln daln pengendallialn tersebut sebalgali 

perlindungaln hukum Menetalpkaln normal-normal fundalmentall balgi pengualsal untuk 

pemerintalhaln yalng balik.7 

Dwight Walldo mengaltalkaln balhwal Aldministralsi Negalral mengalndung 2 (dual) 

pengertialn, yalitu Aldministralsi Negalral aldallalh orgalnisalsi daln malnaljemen dalri malnusia l 

daln bendal gunal mencalpali tujualn pemerintalhaln Aldministralsi Negalral aldallalh sualtu seni 

daln ilmu tentalng malnaljemen yalng dipergunalkaln untuk mengaltur urusaln-urusa ln 

negalral.8 

Valn Poelje menyaltalkaln balhwal Hukum Aldministralsi Negalral altalu hukum talta l 

pemerintalhaln dalpalt dibedalkaln berdalsalrkaln tujualnnyal dalri hukum taltal negalral yalng 

memualt peralturaln-peralturaln hukum yalng menentukaln tugalsnyal yalng dipercalyalkaln 

kepaldal orgaln-orgaln pemerintalhaln itu, menentukaln tempaltnyal dallalm sualtu negalral, 

 

7 I Nyomaln Gede Remaljal, (2017). Hukum Aldministralsi Negalral, Buku Aljalr. 
8 Ibid.,hlm12 
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menentukaln kedudukaln terhaldalp walrgal negalral, daln peralturaln- peralturaln hukum yalng 

mengaltur tindalkaln-tindalkaln orgaln pemerintalhaln itu sendiri. Berdalsalrkaln beberalpa l 

definisi di altals, talmpalk balhwal dallalm HAlN terdalpalt dual alspek, yalitu: pertalmal: alturaln-

alturaln hukum yalng mengaltur balgalimalnal orgaln pemerintalhaln untuk melalksalnalkaln 

tugalsnyal; kedual, alturaln-alturaln hukum yalng mengaltur balgalimalnal hubungaln hukum 

(rechtsbetrekking) alntalral orgaln pemerintalhaln dengaln walrgal negalralnyal.9 

Dalri beberalpal definisi HAlN dalri palral tokoh hukum di altals, dalpalt dialrtikaln balhwa l 

Hukum Aldministralsi Negalral aldallalh sekumpulaln alturaln hukum yalng digunalkaln oleh 

orgaln pemerintalhaln sebalgali pedomaln dallalm menjallalnkaln tugalsnyal sebalgali 

penyelenggalral pemerintalhaln sertal membaltalsi kekualsalalnnyal algalr tidalk menjaldi 

otoriter. HAlN mengaltur tentalng wewenalng, tugals, daln fungsi orgaln pemerintalhaln 

untuk menyelenggalralkaln sualtu pemerintalhaln berdalsalrkaln peralturaln-peralturaln yalng 

berlalku. 

 

2.1.1. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 

Rualng lingkup dalri Hukum Aldministralsi Negalral aldallalh bertallialn eralt dengaln tugals daln 

wewenalng lembalgal negalral (aldministralsi negalral) balik di tingkalt pusalt malupun daleralh, 

perhubungaln kekualsalaln alntalr lembalgal negalral (aldministralsi negalral), daln alntalra l 

lembalgal negalral dengaln walrgal malsyalralkalt (walrgal negalral) sertal memberikaln jalminaln 

perlindungaln hukum kepaldal kedualnyal, yalkni kepaldal walrgal malsyalralkalt daln 

aldministralsi negalral itu sendiri. Dallalm perkembalngaln sekalralng ini dengaln 

kecenderungaln negalral turut calmpur talngaln dallalm berbalgali alspek kehidupaln 

malsyalralkalt, malkal peralnaln Hukum Aldministalsi Negalral (HAlN) menjaldi luals daln 

kompleks. Kompleksitals ini alkaln membualt luals daln complicalted dallalm menentukaln 

rumusaln rualng lingkup HAlN.10 

Selalin itu, terdalpalt HAlN tertulis yalng tertualng dallalm berbalgali peralturaln perundalng 
 

9 Soehino, (1982), Alsa ls-a lsa ls Hukum Talta l Pemerinta lhaln, Liberty, Yogyalka lrta l, hlm. 9 
10 Fa lkhruddin Ra lzy, (2020), Hukum Aldministra lsi Nega lra l , Pena l Persa lda l , Ja lwa l Tengalh , hlm.8. 
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undalngaln daln HAlN tidalk tertulis yalng dikenall sebalgali alsals-alsals umum pemerintalhaln 

yalng balik, malkal dengaln begitu keberaldalaln daln salsalraln HAlN aldallalh menjaldi 

sekumpulaln peralturaln hukum yalng mengaltur tentalng tugals daln kewenalngaln 

pemerintalh dallalm berbalgali dimensinyal untuk menyelenggalralkaln pemerintalhaln daln 

kemalsyalralkaltaln yalng balik dallalm negalral sualtu hukum. Dallalm Hukum Aldministralsi 

Negalral tentu tidalk alsing dengaln istilalh wewenalng, kalrenal sebenalrnyal wewenalng 

sekalligus menjaldi baltalsaln kekualsalaln untuk berbualt sesualtu daln tidalk berbualt sesualtu. 

Secalral umum Wewenalng dallalm Hukum Aldministralsi Negalral aldallalh Kekualsala ln 

menggunalkaln sumber dalyal untuk mencalpali tujualn orgalnisalsi daln secalral umum tugals 

di definisikaln sebalgali kewaljibaln altalu sualtu pekerjalaln yg halrus dikerjalkaln seseoralng 

dallalm pekerjalalnnyal. 

 

Istilalh wewenalng altalu kewenalngaln disejaljalrkaln dengaln “aluthority” dallalm balhalsa l 

Inggris, Aluthority dallalm Blalck’s Lalw Dictionalry dialrtikaln sebalgali Legall power; al 

right to commalnd or to alct; the right alnd power of public officers to require obedience 

to their orders lalwfully issued in scope of their public  duties. (Kewenalngaln altalu 

wewenalng aldallalh kekualsalaln hukum, halk untuk memerintalh altalu bertindalk; halk altalu 

kekualsalaln pejalbalt publik untuk memaltuhi alturaln hukum dallalm lingkup melalksalnalkaln 

kewaljibaln publik).11 

Kaltal kewenalngaln beralsall dalri kaltal dalsalr wewenalng yalng dialrtikaln sebalgali hall 

berwenalng, halk daln kekualsalaln yalng dipunyali untuk melalkukaln sesualtu. Kewenalngaln 

aldallalh alpal yalng disebut kekualsalaln formall, kekualsalaln beralsall dalri kekualsalaln legislaltif 

(diberi oleh undalng- undalng) altalu dalri kekualsalaln eksekutif aldministraltif. Kewenalngaln 

yalng bialsalnyal terdiri dalri beberalpal wewenalng aldallalh kekualsalaln terhaldalp segolongaln 

oralng tertentu altalu kekualsalaln terhaldalp sualtu bidalng pemerintalhaln. 

 

 

 

11 Henry Compel Bla lck.(1990).Bla lck’s Dictiona lry. ST. Palul Minn West Publishing. Da lla lm Sri Nur 

Ha lri Susa lnto,2020. Aldminstra ltive La lw & Govalrnalnce Journa ll. Volume 3,Issue 3, hlm.3. 
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Dallalm kepustalkalaln hukum aldministralsi terdalpalt pembalgialn mengenali sifalt wewenalng 

pemerintalhaln yalitu bersifalt terikalt yalkni wewenalng yalng pelalksalnalalnnyal halrus sesuali 

dengaln alturaln dalsalr yalng menentukaln walktu daln kealdalaln wewenalng tersebut dalpalt 

dilalksalnalkaln, dallalm hall ini termalsuk jugal rumusaln terkalit isi daln keputusaln yalng halrus 

dialmbil, bersifalt falkultaltif alrtinyal aldallalh wewenalng pemerintalh yalng tidalk aldal 

kewaljibaln pemerintalh untuk menggunalkalnnyal, sebalb malsih aldal pilihaln lalin 

berdalsalrkaln allalsaln tertentu, bersifalt bebals yalkni pemerintalh dalpalt menggunalkaln 

wewenalngnyal secalral bebals untuk menentukaln sendiri mengenali isi dalri keputusaln 

yalng alkaln dialmbil. Dengaln demikialn wewenalng pemerintalhaln memiliki sifalt-sifalt 

alntalral lalin: 

1. express implied. 

2. Jelals malksud daln tujualnnyal. 

3. Terikalt paldal walktu tertentu. 

4. Tunduk paldal baltalsaln-baltalsaln hukum tertulis daln tidalk tertulis. 

5. Isi wewenalng dalpalt bersifalt umum (albstralk) daln konkrit. 

 
 

2.1.2. Sumber Hukum dalam Hukum Administrasi Negara 

Sumber hukum dallalm HAlN merupalkaln segallal sesualtu yalng menimbulkaln alturaln- 

alturaln yalng mengikalt daln memalksal sertal alkaln menimbulkaln salnksi yalng tegals balgi 

yalng melalnggalr. Sumber hukum dallalm HAlN dibalgi menjaldi dual yalitu sumber hukum 

malteril daln jugal sumber hukum formil.12 Sumber Hukum Malteril (tertulis) Secalra l 

formall, yalng dimalksud dengaln undalng-undalng di Indonesial aldallalh produk hukum 

yalng dibualt oleh presiden bersalmal DPR. Sumber hukum historis aldal tigal malcalm yalitu 

sumber hukum historis (Rechtsbron in Historischezin), sumber hukum sosiologis 

(Rechtsbron in Sociologischezin), daln sumber hukum filosofi (Rechtsbron in Filosofi 

schezin). Sumber Hukum Formil, Sumber hukum formall dialrtikaln jugal sebalgali tempalt 

altalu sumber sualtu peralturaln memperoleh kekualtaln hukum. Hall ini berkalitaln denga ln 

bentuk altalu calral yalng menyebalbkaln peralturaln hukum formall 

12 Da lrda l Syalhriza ll, (2013), Hukum Aldministra lsi Nega lra l daln Penga ldila ln Talta l Usa lha l Nega lra l, Ceta lka ln 

I, Medpress Digita ll, Yogyalkalrta l, hlm. 18-19. 
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berlalku. Sumber hukum aldministralsi negalral dallalm alrti formall terdiri altals peraltura ln 

perundalng-undalngaln, pralktik aldministralsi negalral altalu hukum tidalk tertulis, 

yurisprudensi, daln doktrin.13 

2.2. Perizinan 

Pengertialn Perizinaln, di dallalm kalmus istilalh hukum, izin (vergunning) dijelalskaln 

sebalgali perkenalaln/izin dalri pemerintalh yalng memiliki syalralt untuk perbualtaln yalng 

umumnyal mebutuhkaln pengalwalsaln khusus, tetalpi yalng paldal umumnyal tidalk dialngga lp 

sebalgali hall-hall yalng salmal sekalli tidalk dikehendalki. Beberalpal alhli, mengalrtikaln 

perizinaln dengaln sudut palndalng yalng berbedal-bedal alntalral saltu dengaln yalng lalin. 

Aldalpun pengertialn izin menurut palral alhli aldallalh sebalgali berikut, E. Utrecht 

mengalrtikaln vergunning sebalgali berikut: Bilal pembualt peralturaln umumnyal tidalk 

melalralng sualtu perbualtaln, tetalpi malsih jugal memeperkenalnkalnnyal alsall saljal dialdalka ln 

secalral yalng ditentukaln untuk malsing-malsing hall konkret, keputusaln Aldministralsi 

Negalral yalng memeperkenalnkaln perbualtaln tersebut bersifalt sualtu izin (vergunning).14 

N.M. Spelt daln J.B.J.M. ten Berge, izin merupalkaln sualtu persetujualn daln pengualsal 

berdalsalrkaln undalng-undalng altalu peralturaln pemerintalh untuk dallalm  kealdalaln  tertentu 

menyimpalng dalri ketentualn lalralngaln perundalng- undalngaln (izin dallalm alrti sempit).15 

Balgir Malnaln mengalrtikaln izin dallalm alrti luals, yalng beralrti sualtu persetujualn dalri 

pengualsal berdalsalrkaln peralturaln perundalng-undalngaln untuk memperbolehkaln 

melalkukaln tindalkaln altalu perbualtaln tertentu yalng secalral umum dilalralng. 

 

Aldalpun pengertialn perizinaln aldallalh sallalh saltu bentuk pelalksalnalaln fungsi pengalturaln 

daln bersifalt pengendallialn yalng dimiliki oleh pemerintalh terhaldalp kegialtaln-kegialtaln 

 

13 Dr.Sa lhyal Alnggalra l , M.Si,2018, Hukum Aldministra lsi Nega lral , Pusta lka l Setia l ,Ba lndung. 
14 Alndrialn Sutedi. (2010) . Hukum Perizinaln Dalla lm Sektor Pela lya lnaln Publik. Jalka lrta l. Sina lr Gralfika l. 

Ha ll 167 mengutip E. Utrecht. Penga lntalr da lla lm Hukum Indonesia l. (Ja lka lrta l: Ichtialr 1957), Hlm 187 15 

Helmi. (2012). Hukum Perizina ln Lingkungaln Hidup. Ja lkalrta l Sina lr Gra lfikal. Hlm 77 mengutip Philipus 

M. Ha ldjon. 1993. Pengalnta lr Hukum Perizinaln. Suralba lyal: Yuridikal. Hlm 2-3. 
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yalng dilalkukaln oleh malsyalralkalt. Perizinaln dalpalt berbentuk pendalftalraln, rekomendalsi, 

sertifikalsi, penentualn kuotal daln izin untuk melalkukaln sesualtu usalhal yalng bialsalnya l 

halrus dimiliki altalu seseoralng sebelum yalng bersalngkutaln dalpalt melalkukaln sualtu 

kegialtaln altalu tindalkaln. 

 

Izin merupalkaln sebualh keputusaln yalng dikelualrkaln oleh orgaln pemerintalh, yalng berisi 

sualtu mualtaln hall yalng bersifalt konkret, jelals, dalpalt ditentukaln, dalpalt dibedalkaln, dalpalt 

ditunjukkaln.15 Sebalgali keputusaln taltal usalhal negalral malkal izin inihalrus memenuhi 

unsur-unsur keputusaln Taltal Usalhal Negalral sebalgalimalnal dialtur dallalm UUPTUN 

Nomor 51 talhun 2009 yalitu penetalpaln tertulis dikelualrkaln oleh baldaln/pejalbalt talta l 

usalhal negalral; berisi tindalkaln hukum taltal usalhal negalral; berdalsalrkaln peralturaln 

perundalng undalngaln yalng berlalku, bersifalt konkret, individuall, daln finall; daln 

menimbulkaln alkibalt hukum balgi seseoralng altalu baldaln hukum perdaltal.16 Dengaln 

melihalt pemenuhaln unsur-unsur tersebut, izin sebalgali bentuk keputusaln taltal usalha l 

negalral merupalkaln sallalh saltu dimensi relalsi yuridis alntalral pemerintalh daln walrgalnyal.17 

Berdalsalrkaln ketentualn Palsall 1 alngkal 8 Peralturaln Menteri Dallalm Negeri Nomor 24 

Talhun 2006 tentalng Pedomaln Penyelenggalralaln Pelalyalnaln Terpaldu Saltu Pintu 

disebutkaln balhwal izin aldallalh dokumen yalng dikelualrkaln oleh pemerintalh daleralh 

berdalsalrkaln peralturaln daleralh altalu peralturaln lalinnyal yalng merupalkaln bukti legallitals, 

menyaltalkaln salh altalu diperbolehkalnnyal seseoralng altalu baldaln hukum untuk melalkukaln 

usalhal altalu kegialtaln tertentu. Selalnjutnyal paldal ketentualn Palsall 1 alngkal 9 ditentukaln 

balhwal perizinaln aldallalh pemberialn legallitals kepaldal seseoralng altalu pelalku 

usalhal/kegialtaln tertentu, balik dallalm bentuk izin malupun talndal dalftalr usalhal.18 

 

 
 

15 .Sri Pudja ltmiko ,( 2009). Perizina ln, Problem, daln Upalya l Pembenalha ln. Gralsindo, Ja lkalrta l. 
16 Ivaln Fa luza lni Ra lha lrja l,S.H.,M.H, 92014) Jurnall Penega lka ln Hukum Sa lnksi Aldministralsi Terhalda lp 

Pela lnggalra ln Perizina ln, Jurnall Inovaltif Volume VII. No. 11, Mei 2014/ 
17 Ibid. 
18 Pera ltura ln Menteri Dalla lm Negeri Nomor 24 Talhun 2006 Tenta lng Pedomaln Penyelenggalra la ln 

Pela lya lna ln Terpaldu Saltu Pintu. 
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Izin dallalm alrti luals beralrti sualtu peristiwal dalri pengualsal berdalsalrkaln Peralturaln 

Perundalng-undalngaln untuk membenalrkaln melalkukaln tindalkaln altalu perbualtaln tertentu 

yalng secalral umum dilalralng. Dengaln memberi izin, pengualsal memperbolehkaln oralng 

yalng memohon untuk melalkukaln tindalkaln-tindalkaln tertentu yalng sebenalrnyal dilalralng 

demi memperhaltikaln kepentingaln umum yalng menghalruskaln aldalnyal pengalwalsaln. 

Aldalpun pengertialn Perizinaln aldallalh sallalh saltu wujud pelalksalnalaln fungsi peralturaln daln 

bersifalt pengendallialn yalng dimiliki oleh pemerintalh terhaldalp kegialtaln-kegialtaln yalng 

dilalkukaln oleh malsyalralkaltnyal. Perizinaln dalpalt berbentuk pendalftalraln, rekomendalsi, 

sertifikalsi penentualn kuotal daln izin untuk melalkukaln sesualtu usalhal yalng bialsalnyal 

halrus dimiliki altalu di peroleh sualtu orgalnisalsi perusalhalaln, altalu seseoralng sebelum 

yalng bersalngkutaln dalpalt melalkukaln sualtu kegialtaln altalu tindalkaln. 

 

Perizinaln tidalk lalhir dengaln sendirinyal secalral lalngsung, nalmun halrus ditunjalng oleh 

“wewenalng” yalng telalh diberikaln kepaldal pejalbalt publik (pemerintalh sebalgali 

pelalksalnal undalng-undalng / chief excecutive). Paldal alkhirnyal pemberialn Izin oleh 

pemerintalh kepaldal oralng/ individu daln baldaln hukum dilalksalnalkaln melallui suralt 

keputusaln altalu ketetalpaln yalng selalnjutnyal menjaldi ralnalh Hukum Aldministralsi 

Negalral. 

 

2.2.1. Fungsi dan Tujuan Perizinan 

Ketentualn tentalng perizinaln mempunyali fungsi mengaltur daln menertibkaln. Sebalgali 

fungsi mengaltur yalitu dimalksudkaln algalr izin altalu setialp izin tempalt tempalt usalhal, 

balngunaln daln bentuk kegialtaln malsyalralkalt lalinnyal tidalk bertentalngaln saltu salmal lalin 

daln sesuali dengaln peruntukalnnyal dallalm izin yalng telalh diberikaln, sehinggal terciptalnya l 

ketertibaln dallalm segi kehidualpaln bermalsyalralkalt. Sebalgali fungsi mengaltur, yalitu 

balhwal setialp perizinaln yalng aldal dalpalt dilalksalnalkaln sesuali dengaln peruntukalnnyal, 

sehinggal tidalk terdalpalt penyallalhgunalaln izin yalng telalh diberikaln, dengaln kaltal lalin 

fungsi pengalturaln ini dalpalt disebut jugal sebalgali fungsi yalng dimiliki 
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oleh pemerintalh.19 

 
Aldalpun tujualn perizinaln, hall ini tergalntung paldal kenyaltalaln konkret yalng dihaldalpi. 

Meskipun demikialn, secalral umum dalpaltlalh disebutkaln sebalgali berikut:20 Keinginaln 

mengalralhkaln (mengendallikaln) alktivitals-alktivitals tertentu dallalm mencegalh balhalya l 

balgi lingkungaln, keinginaln melindungi objek-objek tertentu, hendalk membalgi bendal- 

bendal yalng sedikit. Pengalralhaln, dengaln menyeleksi  oralng-oralng  yalng  daln alktivitals, 

dimalnal pengurus halrus memenuhi syalralt tertentu. 

 

2.2.2. Unsur-Unsur Perizinan 

Dalri pengertialn perizinaln, terdalpalt beberalpal unsur perizinaln dialntalralnyal,21 Instrumen 

yuridis Dallalm Negalral hukum modern tugals, kewenalngaln pemerintalh tidalk halnya l 

sekaldalr menjalgal ketertibaln daln kealmalnaln (rust en orde), tetalpi jugal mengupalyalkaln 

kesejalhteralaln umum (bestuurszorg). Tugals daln kewenalngaln pemerintalh untuk 

menjalgal ketertibaln daln kealmalnaln merupalkaln tugals traldisionall yalng salmpali kini malsih 

tetalp dipertalhalnkaln. Dallalm ralngkal melalksalnalkaln tugals ini kepaldal pemerinta lh 

diberikaln wewenalng dallalm bidalng pengalturaln, yalng dalri fungsi pengalturaln ini muncul 

beberalpal instrumen yuridis untuk menghaldalpi peristiwal individuall daln konkret, yalitu 

dallalm bentuk ketetalpaln. Sallalh saltu wujud dalri ketetalpaln ini aldallalh izin. Berdalsalrka ln 

jenis- jenis ketetalpaln, izin termalsuk sebalgali ketetalpaln yalng meningkaltkaln halk balru 

yalng sebelumnyal tidalk dimiliki oleh seseoralng yalng nalmalnyal tercalntum dallalm 

ketetalpaln itu. Dengaln demikialn, izin merupalkaln instrumen yuridis dallalm bentuk 

ketetalpaln yalng bersifalt konstitutif daln yalng digunalkaln oleh pemerintalh untuk 

menghaldalpi altalu menetalpkaln peristiwal konkret. 

 

2.3 Peraturan Perundang-undangan 

Sallalh saltu prinsip dallalm Negalral hukum aldallalh welmaltigheid valn bestuur altalu 

pemerintalhaln berdalsalrkaln peralturaln perundalng-undalngaln. Dengaln kaltal lalin, setialp 

19 Ibid. 
20 Junia lrso Ridwa ln daln Alchma ld Sodik Sudralja lt, (2009). Hukum Aldministra lsi Nega lra l daln Kebija lka ln 

Pela lya lna ln Publik, Balndung, hlm. 218 
21 Ridwa ln HR. 2006. Hukum Aldminstra lsi Nega lra l. Ja lka lrtal: Ra lja lwa lli Pers. hlm 201-202. 
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tindalkaln hukum pemerintalh, balik dallalm menjallalnkaln fungsi pengalturaln malupun 

fungsi pelalyalnaln, halrus didalsalrkaln paldal wewenalng yalng telalh dialtur oleh peralturaln 

perundalng-undalngaln. Orgaln pemerintalh, Orgaln pemerintalh aldallalh orgaln yalng 

menjallalnkaln urusaln pemerintalh balik ditingkalt pusalt malupun di tingkalt daleralh. Dalri 

telalalh berbalgali ketentualn penyelenggalral pemerintalhaln dalpalt diketalhui balhwal mulali 

dalri aldministralsi Negalral tertinggi (Presiden) salmpali dengaln aldministralsi Negalra l 

terendalh (luralh) berwenalng mengelualrkaln izin. Ini beralrti terdalpalt beralnekal ralgalm 

aldministralsi Negalral (termalsuk instalnsinyal) pemberi izin, yalng didalsalrkaln paldal jalbalta ln 

yalng dijalbaltnyal balik di tingkalt pusalt malupun daleralh. Peristiwal konkret Disebutkaln 

balhwal izin merupalkaln instrumen yuridis yalng berbentuk ketetalpaln, yalng digunalka ln 

oleh pemerintalh dallalm menghaldalpi peristiwal konkret daln individuall. 

 

2.3.1. Prosedur dan persyaratan Izin 

Umumnyal permohonaln izin halrus menempuh prosedur tertentu yalng ditentukaln oleh 

pemerintalh, selalku orgaln altalu yalng berwenalng memberikaln izin. Selalin halrus 

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin jugal halrus memenuhi persyalraltaln- 

persyalraltaln tertentu yalng ditentukaln secalral sepihalk oleh pemerintalh altalu pemberi izin. 

Prosedur daln persyalraltaln perizinaln itu berbedal-bedal tergalntung jenis izin, tujualn izin, 

daln instalnsi pemberi izin. Sifalt Izin 

 
Paldal umumnyal izin merupalkaln keputusaln pejalbalt/baldaln taltal usalhal negalral yalng 

berwenalng, yalng memiliki sifalt dialntalralnyal.22 Izin bersifalt bebals, aldallalh izin sebalgali 

keputusaln taltal usalhal negalral yalng penerbitalnnyal tidalk terikalt paldal alturaln dallalm hukum 

tertulis sertal orgaln yalng berwenalng dallalm izin memiliki kaldalr kebebalsaln yalng besalr 

dallalm memutuskaln pemberialn izin. Izin bersifalt terikalt, aldallalh izin sebalgali keputusaln 

taltal usalhal negalral yalng penerbitalnnyal terikalt paldal alturaln daln hukum tertulis sertal orgaln 

yalng berwenalng dallalm izin kaldalr kebebalsalnnyal daln wewenalngnyal tergalntung paldal 

kaldalr sejaluh malnal peralturaln perundalng-undalngaln mengalturnyal. Izin yalng bersifalt 

menguntungkaln, aldallalh izin yalng mempunyali sifalt 
 

22 Op.cit, hlm 193. 
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menguntungkaln paldal yalng bersalngkutaln, yalng beralrti yalng bersalngkutaln diberikaln 

halk-halk altalu pemenuhaln tuntutaln yalng tidalk alkaln aldal talnpal keputusaln tersebut. 

 

Izin yalng bersifalt memberaltkaln, aldall izin yalng memberikaln bebaln kepaldal oralng lalin 

altalu malsyalralkalt di sekitalrnyal daln mengalndung unsur-unsur memberaltkaln dallalm 

bentuk ketentualn-ketentualn yalng berkalitaln paldalnyal. Izin yalng segeral beralkhir, aldallalh 

izin yalng menyalngkut tindalkaln-tindalkaln yalng alkaln segeral beralkhir altalu izin yalng 

malsal berlalkunyal relaltif pendek. Izin yalng berlalngsung lalmal, aldallalh izin yalng 

menyalngkut tindalkaln- tindalkaln yalng beralkhirnyal/ malsal berlalkunyal relif lebih lalmal. 

Izin yalng bersifalt pribaldi aldallalh, izin yalng isinyal tergalntung paldal sifalt/ kuallitals pribaldi 

daln pemohon izin. Izin yalng bersifalt kebendalaln, aldallalh izin yalng isinyal tergalntung 

paldal sifalt daln objek izin. 

 

2.3.2. Kewenangan 

Istilalh kewenalngaln sering disebut dengaln aluthority, gezalg altalu yuridiksi. Kewenalngaln 

aldallalh kekualsalaln yalng diresmikaln balik terhaldalp segolongaln oralng tertentu, malupun 

kekualsalaln terhaldalp sesualtu bidalng pemerintalhaln tertentu secalral galris besalr yalng 

beralsall dalri kekualsalaln legislaltif malupun dalri kekualsalaln pemerintalh. Pengertialn ini 

berbedal dengaln dengaln wewenalng yalng dikenall jugal dengaln istilalh competence alta lu 

bevoegdheid. Wewenalng halnyal mengenali sesualtu komponen tertentu altalu bidalng 

tertentu saljal. Jaldi, kewenalngaln merupalkaln kumpulaln dalri wewenalng-wewenalng 

(rechtsbevoegdhehen). Wewenalng ini merupalkaln kemalmpualn untuk melalkukaln sualtu 

tindalkaln hukum publik, altalu secalral perundalng-undalngaln, wewenalng aldallalh 

kemalmpualn bertindalk yalng dialkui oleh Undalng-Undalng yalng berlalku untuk 

melalkukaln hubungaln- hubungaln hukum. Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, 

kewenalngaln aldallalh halk daln kekualsalaln yalng dipunyali untuk melalkukaln sesualtu. 

Kewenalngaln (yalng bialsalnyal terdiri altals beberalpal wewenalng) aldallalh kekualsala ln 

terhaldalp segolongaln oralng oralng tertentu altalu kekualsalaln terhaldalp sesualtu bidalng 

pemerintalhaln (altalu bidalng urusaln) tertentu, sedalngkaln wewenalng halnyal mengenali 

sesualtu komponen tertentu saljal. Wewenalng aldallalh memiliki alrti 
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yalitu kemalmpualn melalkukaln tindalkaln hukum tertentu. 

 
Dallalm buku Ridwaln H.R., H.D. Stout menyaltalkaln balhwal wewenalng aldallalh pengertialn 

yalng beralsall dalri hukum orgalnisalsi pemerintalhaln, yalng dalpalt dijelalskaln sebalgali 

keseluruhaln alturaln alturaln yalng berkenalaln dengaln perolehaln daln penggunalaln 

wewenalng pemerintalhaln oleh subjek hukum publik dallalm hubungaln hukum publik.23 

2.3.3. Pelayanan Publik 

Kebijalkaln publik berkalitaln dengaln hall yalng dilalkukaln pemerintalh malupun pun yalng 

tidalk dilalkukaln untuk kepentingaln publik. Hall yalng dalpalt dilalkukaln oleh pemerintalh 

dalpalt berupal pelalyalnaln balralng daln jalsal yalng menguntungkaln altalu dalpalt memualskaln 

kebutuhaln publik. Pelalyalnaln publik merupalkaln sallalh saltu dalri unsur lualr kebijalkaln, 

yalng dalmpalknyal dihalralpkaln dalpalt diralsalkaln oleh seluruh lalpisaln malsyalralkalt. Dalmpalk 

yalng dimalksud aldallalh terpenuhinyal kebutuhaln daln kepentingaln malsyalralkalt secalral 

memualskaln. Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial Istilalh publik sebalgalimalna l 

sudalh dikemukalkaln sebelumnyal, merujuk paldal pengertialn umum altalu negalral. 

Sementalral itu, istilalh pelalyalnaln altalu service memiliki malknal perihall altalu calra l 

melalyalni, usalhal melalyalni kebutuhaln oralng lalin dengaln memperoleh imballaln ualng, daln 

kemudalhaln yalng diberikaln berkalitaln dengaln juall beli balralng altalu jalsal. Definisi yalng 

dikutip dalri KBBI tersebut tidalk jaluh berbedal dengaln pengertialn pelalyalnaln (service) 

dallalm Almericaln Malrketing Alssocialtion. Pelalyalnaln memiliki alrti sebalgali kegialtaln alta lu 

malnfalalt yalng ditalwalrkaln oleh sualtu pihalk, tidalk berwujud, tidalk menghalsilkaln 

kepemilikaln sesualtu daln proses produksinyal tidalk dikalitkaln dengaln produk fisik. 

Pelalyalnaln altalu service ini paldal dalsalrnyal merupalkaln produk yalng talk berwujud, 

berlalngsung sebentalr daln diralsalkaln altalu diallalmi. 

 

Palndalngaln di altals sejallaln dengaln pernyaltalaln yalng menyaltalkaln balhwal pelalyalnaln 

menyalngkut sejumlalh informalsi yalng diinginkaln pelalnggaln, tindalkaln yalng sulit 

disentuh daln diukur secalral tepalt, salngalt sensitif daln sulit diprediksi sertal salngalt 

 
23 Op.cit hlm. 101. 
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tergalntung paldal nilali yalng dialnggalp selalrals oleh pelalnggaln terhaldalp alpal yalng diterima l 

altals alpal yalng sudalh dibalyalrkaln. Menurut Ensiklopedial Aldministralsi, pelalyalnaln aldallalh 

sualtu kegialtaln yalng dilalkukaln oleh sualtu orgalnisalsi altalu perseoralngaln untuk 

mengalmallkaln daln mengalbdikaln diri kepaldal malsyalralkalt. Lembalgal Aldministralsi 

Negalral, mendefinisikaln pelalyalnaln umum sebalgali segallal bentuk kegialtaln pemberia ln 

lalyalnaln yalng diselenggalralkaln oleh instalnsi pemerintalhaln dallalm bentuk balralng daln 

jalsal, balik dallalm ralngkal untuk memenuhi kebutuhaln malsyalralkalt malupun dallalm ralngka l 

pelalksalnalaln ketentualn peralturaln perundalng- undalngaln. 

 

Dalri pengertialn pelalyalnaln tersebut, dalpalt disimpulkaln balhwal pelalyalnaln merupalka ln 

sualtu kegialtaln menyedialkaln, mengurus, daln memfalsilitalsi yalng produknyal berupa l 

balralng daln jalsal yalng diberikaln kepaldal pihalk lalin algalr merekal meralsal puals. Dallalm 

kaltal “pelalyalnaln” jugal terdalpalt malknal perbualtaln, pemenuhaln kebutuhaln, daln 

kemudalhaln. Perbualtaln daln pemenuhaln kebutuhaln dallalm pelalyalnaln publik 

mengalndung alrti sualtu perbualtaln altalu tindalkaln alktif gunal melalyalni pihalk lalin. Salsalraln 

yalng ingin dicalpali bukaln sekaldalr pihalk lalin terpenuhi kebutuhalnnyal, tetalpi lebih dalri 

itu aldallalh pemualsaln kebutuhaln pihalk penggunal. Kallimalt kunci dalri pelalyalnaln aldallalh 

kepualsaln pihalk lalin. Istilalh pelalyalnaln publik sering disalmalkaln dengaln istilalh 

pelalyalnaln umum. Beberalpal oralng altalu orgalnisalsi memberikaln definisi yalng tidalk 

berbedal. Dengaln kaltal lalin pelalyalnaln publik sebalgali sualtu pelalyalnaln altalu pemberialn 

kepaldal malsyalralkalt berupal penggunalaln falsilitals umum, balik berupal jalsal malupun 

nonjalsal yalng dilalkukaln oleh orgalnisalsi publik (pemerintalhaln). Pemerintalhaln 

dimalksud aldallalh alpalraltur pemerintalhaln besertal segenalp kelengkalpaln 

kelembalgalalnnyal. Dalpalt mengalrtikaln pelalyalnaln publik sebalgali pemberialn lalyalnaln 

keperlualn oralng altalu malsyalralkalt yalng mempunyali kepentingaln paldal orgalnisalsi itu 

sesuali dengaln alturaln pokok daln taltal calral yalng telalh ditetalpkaln. 

 

Secalral umum pelalyalnaln publik dalpalt dipalhalmi sebalgali jenis pelalyalnaln yalng 

disedialkaln untuk malsyalralkalt, balik yalng dilalkukaln oleh pemerintalh malupun swalstal. 
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Dallalm konteks progralm ini, yalng dimalksud dengaln pelalyalnaln publik aldallalh alktivitals 

pelalyalnaln terhaldalp malsyalralkalt yalng dilalkukaln oleh lembalgal daln alktor-alktor 

pemerintalh. Pelalyalnaln publik dialrtikaln dengaln pemberialn lalyalnaln (melalyalni) 

keperlualn oralng altalu malsyalralkalt yalng mempunyali kepentingaln paldal orgalnisalsi itu 

sesuali dengaln alturaln pokok daln taltal calral yalng telalh ditetalpkaln.24 Selalnjutnyal menurut 

Kepmenpaln No.3/KEP/M.PAlN/2003, pelalyalnaln publik aldallalh segallal kegialtaln 

pelalyalnaln yalng dilalksalnalkaln oleh penyelenggalral pelalyalnaln publik sebalgali upalya l 

pemenuhaln kebutuhaln penerimal pelalyalnaln malupun pelalksalnalaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln. 

 

Undalng-Undalng Nomor 25 talhun 2009 tentalng Pelalyalnaln Publik mengalrtikaln 

pelalyalnaln publik sebalgali kegialtaln altalu ralngkalialn kegialtaln dallalm ralngkal pemenuhaln 

kebutuhaln pelalyalnaln sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln balgi setialp walrga l 

negalral daln penduduk altals balralng, jalsal, daln/altalu pelalyalnaln aldministraltif yalng 

disedialkaln oleh penyelenggalral pelalyalnaln publik. Dallalm Undalng-Undalng ini, 

penyelenggalral pelalyalnaln publik aldallalh setialp institusi penyelenggalral negalral, 

korporalsi, lembalgal independen yalng dibentuk berdalsalrkaln undalng-undalng untuk 

memberikaln pelalyalnaln publik altalu baldaln hukum lalin yalng dibentuk semaltal-malta l 

untuk kegialtaln pelalyalnaln publik. Dalri beberalpal definisi pelalyalnaln publik tersebut 

terdalpalt beberalpal komponen yalng menjaldi kriterial pelalyalnaln publik, yalitu 

 

a. Kegialtaln pemberialn pelalyalnaln oleh penyelenggalral pelalyalnaln pemerintalhaln 

Berupal balralng altalu jalsal kepaldal malsyalralkalt altalu publik algalr merekal puals Dengaln 

demikialn paldal dalsalrnyal pelalyalnaln publik aldallalh pemenuhaln kebutuhaln 

malsyalralkalt oleh penyelenggalral Negalral, dallalm hall ini Negalral didirikaln oleh publik, 

tentu dengaln tujualn dalpalt meningkaltkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt. Tujualn 

pelalyalnaln publik aldallalh terwujudnyal baltalsaln daln hubungaln yalng jelals tentalng halk, 

talnggung jalwalb, kewaljibaln, daln kewenalngaln seluruh pihalk yalng 

 
24 Lija ln Polta lk Sina lmbelal. 2006, Reformalsi Pela lya lna ln Publik – Teori, Kebijalka ln, daln Implementalsi. 

Bumi Alksa lra l, Ja lka lrta l, hlm 5. 
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terkalit dengaln penylenggalralaln pelalyalnaln publik terwujudnyal sistem 

penyelenggalralaln pelalyalnaln publik yalng lalyalk sesuali dengaln alsals-alsals umum 

pemerintalhaln daln kompalralse yalng balik,terpenuhinyal penyelenggalralaln pelalyalna ln 

publik sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln. terwujudnyal perlindungaln 

daln kepalstialn hukum balgi malsyalralkalt dallalm penyelenggalralaln pelalyalnaln publik. 

b. Kuallitals pelalyalnaln publik 

Nalmun demikialn dialkui balhwal tidalk semual produk lalyalnaln memiliki stalndalr 

kuallitals tertentu. Aldal beberalpal ciri yalng menentukaln kuallitals pelalyalnaln publik 

tersebut. Ciri- ciri altalu altribut-altribut tersebut yalitu:25 Ketepaltaln walktu pelalyalnaln, 

yalng meliputi walktu tunggu daln walktu proses, Alkuralsi pelalyalnaln, yalng meliputi 

bebals dalri kesallalhaln, Kesopalnaln daln keralmalhaln dallalm memberikaln pelalyalnaln. 

kemudalhaln mendalpaltkaln pelalyalnaln, misallnyal balnyalknyal petugals yalng melalyalni 

daln balnyalknyal falsilitals pendukung seperti komputer, kenyalmalnaln dallalm 

memperoleh pelalyalnaln, berkalitaln dengaln lokalsi, rualng tempalt pelalyalnaln, tempalt 

palrkir, ketersedialaln informalsi daln lalin- lalin, Altribut pendukung pelalyalnaln lalinnyal 

seperti rualng tunggu ber-AlC, kebersihaln daln lalin-lalin. 

 
Sebalgalimalnal sudalh dikemukalkaln di altals, malknal kuallitals salngalt beralgalm tergalntung 

paldal sudut palndalng altalu perspektif yalng digunalkaln. Terdalpalt limal malcalm perspektif 

Utalmal kuallitals yalng dalpalt menjelalskaln perihall kuallitals dalpalt dialrtikaln secalral beralneka l 

ralgalm.26 Pertalmal, tralnscendentall alpproalch, yalng menunjukkaln kuallitals dipalndalng 

sebalgali innalte excellence, yalkni kuallitals dalpalt diralsalkaln, diketalhui, nalmun sulit 

didefinisikaln daln dioperalsionallkaln. Kedual, product-balsed alpproalch, yalkni kuallitals 

merupalkaln altribut altalu spesifikalsi yalng dalpalt dikualntifikalsikaln daln diukur. Ketigal, 

user-balsed alpproa lch, balhwal kuallitals tergalntung paldal oralng yalng memalndalngnyal, 

sehinggal pelalyalnaln yalng palling memualskaln preferensi seseoralng 

 

25 Vincent Ga lszpers, (1997) Ma lna ljemen Kuallita ls. Ja lka lrta l Pt. Gra lmedia l Pusta lka l 
26 Tjiptono,(2014) Service Malna lgement Mewujudkaln Lalya lna ln Prima l, Yogyalka lrta l: Penerbit Alndi 

h.lm. 77 
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aldallalh pelalyalnaln yalng palling tinggi kuallitalsnyal. Keempalt, malnufalcturing-balsed 

alpproalch, yalng mendalsalrkaln diri paldal supply daln memperhaltikaln pralktik-pralktik 

rekalyalsal daln malnufalcturing sertal mendefinisikaln kuallitals sebalgali kesesualin dengaln 

persyalraltaln. Kelimal, vallue-balsed alpproalch, yalng memalndalng kuallitals dalri segi nilali 

daln halrgal. Dallalm pendekaltaln ini, kuallitals dilihalt dalri aldalnyal tralde-off alntalral kinerja l 

dengaln halrgal, sehinggal kuallitals dipalhalmi sebalgali alffordalble excellence. 

 

Kuallitals pelalyalnaln merupalkaln pelalyalnaln yalng diberikaln kepaldal pelalnggaln sesuali 

dengaln stalndalr pelalyalnaln yalng telalh dibalkukaln sebalgali pedomaln dallalm memberikaln 

lalyalnaln. Pelalyalnaln publik dikaltalkaln berkuallitals alpalbilal dalpalt menyedialkaln produk 

daln jalsal lalyalnaln sesuali dengaln kebutuhaln daln halralpaln pelalnggaln. Pelalyalnaln publik 

dalpalt diberikaln oleh pemberi pelalyalnaln, balik pemerintalh, korporalsi malupun lembalga l 

independen. Dalri ketigal pemberi pelalyalnaln tersebut, yalng palling balnyalk disorot 

malsyalralkalt aldallalh pemerintalh, dallalm hall ini birokralsi. Pemberialn pelalyalnaln publik 

oleh alpalraltur pemerintalh kepaldal malsyalralkalt merupalkaln implikalsi dalri fungsi alpalralt 

negalral sebalgali pelalyaln altalu albdi malsyalralkalt. 

 

Kedudukaln alpalraltur pemerintalh dallalm pelalyalnaln umum (public services) salngalt 

straltegis, kalrenal alkaln salngalt menentukaln sejaluhmalnal pemerintalh malmpu memberikaln 

pelalyalnaln yalng sebalik-baliknyal kepaldal malsyalralkalt. Undalng-Undalng Nomor 25 Talhun 

2009 tentalng Pelalyalnaln Publik menyebutkaln beberalpal alsals dallalm penyelenggalralaln 

pelalyalnaln publik sebalgali berikut: 

 

a. Kepentingaln umum 
 

b. Kepalstialn hukum 
 

c. Kesalmalaln halk 
 

d. Keseimbalngaln halk daln kewaljibaln 
 

e. Keprofesionallaln 
 

f. Palrtisipaltif 
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g. Persalmalaln perlalkualn altalu tidalk diskriminaltif 
 

h. Keterbukalaln 
 

i. Alkuntalbilitals 
 

j. Falsilitals daln perlalkualn khusus balgi kelompok rentaln. 
 

k. Ketepaltaln walktu 
 

l. Kecepaltaln, kemudalhaln, daln keterjalngkalualn. 
 

m. Klalsifikalsi pelalyalnaln publik 
 

Pelalyalnaln publik yalng disedialkaln pemerintalh dalpalt dikelompokkaln dallalm dual hall, 

yalitu pelalyalnaln kebutuhaln dalsalr daln pelalyalnaln umum. Pelalyalnaln kebutuhaln dalsalr 

meliputi pelalyalnaln kesehaltaln, pendidikaln dalsalr, daln balhaln kebutuhaln pokok 

malsyalralkalt; sedalngkaln pelalyalnaln umum meliputi pelalyalnaln aldministraltif, pelalyalna ln 

balralng, daln pelalyalnaln jalsal. 

a. Pelalyalnaln Kesehaltaln 

Kesehaltaln merupalkaln sallalh saltu kebutuhaln dalsalr yalng esensiall. Undalng-Undalng 

Dalsalr 1945 memberi jalminaln balhwal tialp walrgal negalral berhalk altals kesehaltaln. 

Kesehaltaln merupalkaln sallalh syalralt untuk terwujudnyal kesejalhteralaln. 

Kesejalhteralaln pun tidalk alkaln dalpalt terwujud jikal malsyalralkalt miskin. 

b. Pelalyalnaln Pendidikaln Dalsalr 

Pendidikaln dalsalr merupalkaln lalyalnaln kebutuhaln dalsalr yalng jugal tidalk kallalh 

pentingnyal dengaln lalyalnaln kesehaltaln. Pendidikaln merupalkaln investalsi jalngkal 

palnjalng untuk mencerdalskaln kehidupaln balngsal. Halsilnyal tidalk dalpalt dinikmalti 

seketikal. Pendidikaln merupalkaln sallalh saltu straltegi untuk memutus maltal ralntali 

kemiskinaln. Pendidikaln yalng bermutu alkaln dalpalt mendorong si terdidik memalsuki 

straltal malsyalralkalt di altalsnyal. Pendidikaln jugal dalpalt meningkaltkaln perolehaln 

seseoralng terhaldalp sualtu balralng altalu jalsal tertentu. Pelalyalnaln Balhaln Kebutuhaln 

Pokok Pelalyalnaln kesehaltaln daln pendidikaln memalng penting balgi penduduk. Hall 

ini memalng tidalk berkalitaln dengaln alsupaln yalng dibutuhkaln oleh tubuh yalng 

membualt tubuh seseoralng memiliki energi yalng dibutuhkaln untuk 
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melalkukaln sualtu alktivitals tertentu. Energi yalng dibutuhkaln seseoralng algalr ial dalpalt 

melalkukaln alktivitalsnyal diperoleh dalri pemenuhaln lalyalnaln balhaln kebutuhaln pokok 

yalng disedialkaln oleh pemerintalh. Balhaln kebutuhaln pokok yalng dibutuhkaln 

malsyalralkalt di alntalralnyal berals, minyalk goreng, minyalk talnalh, gulal palsir, dalging, 

telur alyalm, susu, galralm beryodium, tepung terigu, salyur malyur, daln lalin-lalin. 

c. Pelalyalnaln Aldministraltif 

Selalin pelalyalnaln kebutuhaln dalsalr, pemerintalh jugal berkewaljibaln memberi 

pelalyalnaln umum, di alntalralnyal aldallalh pelalyalnaln aldministraltif. Pelalyalna ln 

aldministraltif tersebut berupal penyedialaln berbalgali bentuk dokumen yalng 

dibutuhkaln penduduk, seperti lalyalnaln pembualtaln KTP, lalyalnaln sertifikalt talnalh, 

lalyalnaln alktal perkalwinaln, lalyalnaln alktal kelalhiraln, lalyalnaln alktal kemaltialn, lalyalnaln 

Buku Pemilik Kendalralaln Bermotor (BPKP), lalyalnaln Suralt Talndal Nomor 

Kendalralaln Bemotor (STNK), lalyalnaln Izin Mendirikaln Balngunaln (IMB), lalyalnaln 

Palspor, daln lalyalnaln lalinnyal. 

d. Pelalyalnaln Balralng 

Pelalyalnaln balralng aldallalh pelalyalnaln yalng menghalsilkaln berbalgali bentuk daln jenis 

balralng yalng menjaldi kebutuhaln publik altalu malsyalralkalt, seperti listrik, alir bersih, 

190 jalringaln telepon, jallaln ralyal, jembaltaln, palsalr, daln lalyalnaln balralng lalinnyal. 

e. Pelalyalnaln Jalsal 

Pelalyalnaln yalng menghalsilkaln berbalgali bentuk jalsal disebut dengaln pelalyalnaln jalsa l. 

Jalsal pendidikaln, kesehaltaln, tralnsportalsi, pos daln telekomunikalsi, salnitalsi 

lingkungaln, penalnggulalngaln bencalnal, alsuralnsi sosiall, daln yalng lalin merupalka ln 

contoh dalri bentuk pelalyalnaln jalsal yalng halrus disedialkaln oleh pemerintalh. 

f. Penyelenggalralaln Pelalyalnaln Publik 

Penyelenggalralaln pelalyalnaln publik dalpalt dilalkukaln dengaln tigal calral. Pertalma l, 

pelalyalnaln fungsionall, yalkni polal pelalyalnaln publik yalng diberikaln oleh 

penyelenggalral pelalyalnaln sesuali dengaln tugals, fungsi, daln kewenalngalnnyal. Contoh 

dalri jenis pelalyalnaln ini di alntalralnyal pelalyalnaln yalng diberikaln oleh Dinals 
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Pendidikaln berkalitaln dengaln alkses malsyalralkalt terhaldalp pendidikaln, pelalyalnaln 

halji oleh Kementerialn Algalmal, pelalyalnaln kesehaltaln oleh Dinals Kesehaltaln, daln 

lalin-lalin. 

Kedual, pelalyalnaln terpusalt, yalkni polal pelalyalnaln publik yalng diberikaln secalral tungga ll 

oleh penyelenggalral pelalyalnaln berdalsalrkaln pelimpalhaln wewenalng dalri penyelenggalral 

pelalyalnaln terkalit lalinnyal yalng bersalngkutaln. Pelalyalnaln halji oleh Kementerialn Algalmal, 

pelalyalnaln tralnsportalsi udalral oleh Dinals Perhubungaln, pelalyalnaln kealmalnaln oleh 

Kepolisialn, daln yalng lali merupalkaln contoh dalri jenis pelalyalnaln terpusalt. 

Ketigal, pelalyalnaln terpaldu. Dallalm hall ini terdalpalt dual jenis pelalyalnaln, yalitu pelalyalna ln 

terpaldu saltu altalp daln pelalyalnaln terpaldu saltu pintu. Polal pelalyalnaln terpaldu saltu altalp 

diselenggalralkaln dallalm saltu tempalt, yalng meliputi berbalgali jenis pelalyalnaln yalng tidalk 

mempunyali keterkalitaln proses daln dilalyalni melallui beberalpal pintu. Sedalngkaln pola l 

pelalyalnaln saltu pintu aldallalh kegialtaln penyelenggalralaln perizinaln yalng proses 

pengelolalalnnyal dimulali dalri talhalp permohonaln salmpali ketalhalp terbitnyal dokumen 

yalng dilalkukaln dallalm saltu tempalt altalu saltu pintu. 

a. Izin Mendirikaln Balngunaln 

Pengertialn Izin Mendirikaln Balngunaln IMB dialtur dallalm Undalng-Undalng nomor 

28 Talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung, Undalng-undalng tersebut menyaltalkaln 

balhwal untuk mendirikaln balngunaln gedung di Indonesial diwaljibkaln untuk memiliki 

Izin Mendirikaln Balngunaln. Selalin dallalm UU nomor 28 Talhun 2002, IMB dialtur 

dallalm Undalng-undalng nomor 26 talhun 2007 tentalng Penaltalaln Rualng aldallalh balhwa l 

penaltalaln rualng diselenggalralkaln dengaln mengintegralsikaln berbalgali kepentingaln 

yalng bersifalt lintals sektor, lintals wilalyalh daln lintals pemalngku kepentingaln. 

Keselalralsaln altalu keseralsialn aldallalh balhwal penaltalaln rualng diselenggalralkaln dengaln 

mewujudkaln keseralsialn alntalral struktur rualng daln polal rualng, keselalralsaln alntalra l 

kehidupaln malnusial dengaln lingkungalnnyal, keseimbalngaln pertumbuhaln da ln 

perkembalngaln alntalr daleralh sertal alntalral kalwalsaln perkotalaln daln kalwalsaln pedesalaln. 
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Peralturaln Pemerintalh nomor 36 talhun 2005 tentalng Peralturaln Pelalksalnalaln Undalng- 

undalng nomor 28 talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung. Balngunaln gedung aldalla lh 

wujud fisik halsil pekerjalaln konstruksi yalng menyaltu dengaln tempalt kedudukalnnyal, 

sebalgialn altalu seluruhnyal beraldal di altals daln/altalu di dallalm talnalh daln/altalu alir, yalng 

berfungsi sebalgali tempalt malnusial melalkukaln kegialtalnnyal, balik untuk hunialn alta lu 

tempalt tinggall, kegialtaln kealgalmalaln, kegialtaln usalhal, kegialtaln sosiall, budalyal, malupun 

kegialtaln khusus. Berdalsalrkaln pengertialn di altals, segallal ketentualn-ketentualn yalng alda l 

didallalmnyal halrus diikuti sebalgalimalnal yalng telalh disalhkaln oleh pemerintalh 

kalbupalten/kotal. Dallalm Peralturaln Daleralh Kalbupalten Waly Kalnaln Nomor 16 Talhun 

2018 tentalng Retribusi Izin Mendirikaln Balngunaln Palsall 1 alngkal 18, menjelalskaln 

pengertialn Izin Mendirikaln Balngunaln: (18) “Izin Mendirikaln Balngunaln yalng 

selalnjutnyal disingkalt IMB aldallalh perizinaln yalng diberikaln oleh Pemerintalh Dalera lh 

kecualli untuk Balngunaln Gedung fungsi khusus oleh pemerintalh kepaldal pemilik 

balngunaln untuk membalngun balru, mengubalh, memperluals, menguralngi, daln/altalu 

meralwalt sesuali dengaln persyalraltaln aldministraltif daln persyalraltaln teknis yalng berlalku”. 

 

Setialp daleralh memiliki peralturaln daleralhnyal sendiri untuk mengaltur restribusi izin 

persetujualn balngunaln gedungnyal. Peralturaln daleralh di Waly Kalnaln malsih 

menggunalkaln IMB dikalrenalkaln malsih dallalm proses pembalrualn. Di Kalbupalten Wa ly 

Kalnaln, ketentualn mengenali persetujualn balngunaln gedung dialtur dallalm palsall 6 alya lt 

(1), daln (2) Undalng Undalng Pemerintalh Daleralh Kalbupalten Waly Kalnaln Nomor 16 

Talhun 2018, yalitu: Pemungutaln Retribusi IMB Berdalsalrkaln Paldal Retribusi Kompenen 

Retribusi, penghitungaln besalrnyal retribusi daln tingkalt penggunalaln jalsal Tingka lt 

penggunalaln jalsal sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) meliputi kegialtaln peninjalualn 

desalin daln pemalntalualn pelalksalnalaln pembalngunalnnyal algalr tetalp sesuali dengaln 

rencalnal teknis balngunaln daln rencalnal taltal rualng,dengaln memperhaltikaln Koefisien 

Dalsalr Balngunaln (KDB), Koefisien Luals Balngunaln (KLB), Koefisien Ketinggialn 

Balngunaln (KKB),daln pengalwalsaln penggunalaln balngunaln yalng meliputi pemeriksalaln 

dallalm ralngkal memenuhi keselalmaltaln balgi yalng menempalti balngunaln 
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tersebut. 

 
Malnfalalt mengurus Izin Mendirikaln Balngunaln (IMB), Malnfalalt IMB dallalm 

pembalngunaln rumalh daln renovalsi yalng diberikaln oleh pemerintalh kotal. Dengaln 

memiliki izin ini malsyalralkalt alkaln dimudalhkaln segallal hall yalng berhubungaln dengaln 

urusaln pemerintalh. Untuk itu malsyalralkalt disalralnkaln jikal alkaln melalkukaln 

pembalngunaln daln renovalsi beberalpal hall yalng sebaliknyal disialpkaln yalitu bialyal yalng 

halrus disialpkaln, balhaln balngunaln daln walktu dallalm proses pengerjalalnnyal. Malnfalalt 

IMB yalng halrus diketalhui yalitu: Dengaln memiliki IMB malkal alkaln memudalhkaln untuk 

malsyalralkalt dallalm mendalpaltkaln kepalstialn daln jugal aldalnyal perlindungaln hukum. Izin 

tersebut dilalkukaln algalr balngunaln tersebut mendalpaltkaln kepalstialn tidalk menggalnggu 

daln jugal merugikaln kepentingaln oralng lalin. Sehinggal alpalbilal terjaldi sesualtu negalra l 

alkaln memberikaln perlindungaln untuk menjaldikaln balngunaln yalng dibalngun menjaldi 

lebih almaln. Alpalbilal seseoralng ingin menjuall rumalh tersebut umumnyal pembeli alkaln 

menalnyalkaln mengenali kepemilikaln IMB. Sehinggal alkaln memudalhkaln dallalm 

menalikkaln halrgal dalri rumalh tersebut. Alkaln tetalpi alpalbilal kepemilikaln IMB tidalk 

diketalhui daln tidalk aldal. Malkal pemilik balru enggaln membeli dengaln halrgal yalng malhall. 

Sehinggal salngalt pentingnyal IMB dallalm membalngun altalu merenovalsi rumalh. Balhkaln 

IMB bisal menjaldi jalminaln altalu pun algunaln jikal seseoralng ingin meminjalm ualng. 

 

Hall ini kalrenal IMB memiliki nilali salmal seperti sertifikalt talnalh. Sehinggal usalhalkaln 

dallalm penyimpaln IMB halrus dilalkukaln dengaln benalr daln tidalk boleh sembalralngaln. 

Dengaln demikialn alkaln menghindalri kemungkinaln untuk mencegalh terjaldinyal hall yalng 

tidalk diinginkaln. Talk halnyal menjaldi syalralt dallalm juall altalu pun beli alkaln tetalpi juga l 

bisal menjaldi syalralt mutlalk dallalm menyewal rumalh. Dengaln demikialn usalhalkaln alpalbila l 

seseoralng ingin menyewalkaln altalu menjuall rumalh tersebut palstikaln untuk memilikinya l 

algalr menjaldi lebih almaln. 

 

b. Jenis Izin Mendirikaln Balngunaln (IMB) 

IMB rumalh balr Jenis IMB yalng pertalmal aldallalh IMB rumalh balru yalng dilalkukaln 
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ketikal membalngun sendiri rumalh paldal sebidalng talnalh. IMB jenis ini dihitung 

sekitalr 0.3-1% dalri totall perkiralaln talksiraln penjuallaln rumalh balru. Bialyal yalng 

dikelualrkaln umumnyal berkisalr alntalral Rp 3.500.000,00 altalu lebih tergalntung 

kebijalksalnalaln dalri Baldaln Pertalnalhaln setempalt. Untuk pengurusaln halrus 

menyertalkaln denalh kalsalr rumalh, fotokopi identitals, bukti pembalyalraln PBB, suralt 

kepemilikaln talnalh, daln blueprint denalh. Untuk pengurusaln IMB rumalh balru 

umumnyal diperlukaln walktu sekitalr 2 minggu dengaln kepengurusaln alwall dilalkukaln 

di kecalmaltaln. IMB rumalh renovalsi Jenis IMB yalng kedual aldallalh IMB untuk rumalh 

renovalsi, dimalnal untuk persyalraltaln pengaljualn tidalk jaluh berbedal dengaln 

kepengurusaln IMB rumalh balru. Untuk IMB rumalh renovalsi perbedalaln syalralt yalng 

halrus disertalkaln halnyal terletalk paldal denalh blueprint sebelum daln sesudalh ruma lh 

direnovalsi. Pemilik balngunaln jugal halrus ingalt balhwal luals talnalh yalng tersisal untuk 

balngunaln balru minimall 40% dalri luals totall talnalh yalng tersedial. Selalin itu, pemilik 

rumalh jugal perlu memalstikaln balhwal rumalh halsil renovalsi yalng alkaln dibualt IMB- 

nyal memiliki sisal alreal yalng seimbalng di balgialn salmping kalnaln, kiri, malupun 

belalkalng. Bialyal yalng alkaln dihalbiskaln untuk kepengurusaln IMB rumalh renovalsi 

umumnyal lebih malhall dalri  bialyal  IMB rumalh balru. Hall tersebut terjaldi kalrenal alda l 

perubalhaln staltus talnalh daln  perubalhaln kalpling ketikal rumalh direnovalsi dallalm 

bentuk bertingkalt. Oleh kalrenal itu, sebelum merenovalsi rumalh, alkaln lebih balik jikal 

mempertimbalngkaln bialyal pembualtaln IMB balru dengaln berkonsultalsi paldal oralng 

yalng lebih alhli di bidalng pertalnalhaln. IMB rumalh lalmal IMB rumalh lalmal memiliki 

persyalraltaln yalng salmal dengaln pengaljualn paldal rumalh renovalsi. Halnyal saljal untuk 

malsallalh bialyal, pengaljualn IMB untuk rumalh lalmal alkaln memalkaln bialyal yalng lebih 

besalr altalu lebih malhall dalri IMB rumalh renovalsi tergalntung dalri NJOP balngunaln. 

Bialyal tersebut umumnyal diberikaln setelalh aldal perhitungaln dispensalsi dalri Pemda l 

setempalt. Walktu yalng diperlukaln untuk mengurus IMB jenis ini umumnyal juga l 

relaltif lebih lalmal jikal dibalndingkaln dengaln IMB rumalh balru malupun renovalsi 

yalng bisal memalkaln walktu hinggal 30 halri. Nalmun demikialn, untuk pengurusaln 
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IMB rumalh lalmal yalng dibeli dalri oralng lalin, alkaln lebih balik jikal pembeli palhalm 

rumalh lalmal yalng dibeli tersebut sudalh pernalh melallui proses renovalsi altalu belum. 

 

IMB balngunaln kalntor s/d 8 lalntali IMB lalin yalng jugal halrus diurus ke Baldaln 

Pertalnalhaln Nalsionall aldallalh IMB untuk balngunaln kalntor, dimalnal persyalraltaln yalng 

diperlukaln alkaln sedikit berbedal dengaln pengaljualn balngunaln rumalh tinggall. Untuk 

pengurusaln IMB jenis ini, diperlukaln Suralt Ijin Penunjukkaln Penggunalaln Talnalh 

(SIPPT) jikal luals talnalh lebih dalri 5 Hal, Keteralngaln Rencalnal Kotal (KRK) yalng didalpalt 

dalri pemerintalh kotal, alktal pendirialn balngunaln yalng beralsall dalri pemohon peroralngaln 

malupun lembalgal, fotokopi KTP, NPWP, bukti balyalr PBB, ralncalngaln denalh lengkalp, 

daln lalinnyal. Fungsi Izin Mendirikaln Balngunaln (IMB) Aldalpun fungsi pembualtaln IMB 

balgi malsyalralkalt aldallalh Perlindungaln hukum malksimall Keberaldalaln IMB bertujualn 

untuk menciptalkaln taltal letalk balngunaln yalng almaln daln sesuali dengaln peruntukaln 

lalhaln. Dengaln aldalnyal IMB, pemilik rumalh altalu balngunaln pun bisal mendalpaltkaln 

perlindungaln hukum yalng malksimall. Dengaln begitu ketikal balngunaln berdiri, tidalk 

alkaln menggalnggu altalu merugikaln kepentingaln oralng lalin. Menjaldi persyalraltaln waljib 

untuk mengubalh HGB menjaldi SHM Rumalh yalng malsih berstaltus Halk Gunal 

Balngunaln (HGB), memiliki staltus hukum yalng lebih rendalh dibalndingkaln yalng sudalh 

memiliki Sertifikalt Halk Milik (SHM). Untuk itulalh balnyalk yalng mengubalh legallitals 

talnalh daln balngunalnnyal dalri HGB menjaldi SHM. Jaldi, IMB aldallalh sallalh saltu dokumen 

persyalraltaln penggalntialn HGB menjaldi SHM. Talnpal IMB, tentu seseoralng talk bisal 

mengubalh staltus hukum property milik oralng lalin. 

 

Persetujualn Balngunaln Gedung, Tinjalualn Umum Balngunaln Gedung, Balngunaln gedung 

aldallalh wujud fisik halsil pekerjalaln konstruksi yalng menyaltu dengaln tempalt 

kedudukalnnyal, sebalgialn altalu seluruhnyal beraldal dialtals daln/altalu didallalm talnalh, 

daln/altalu alir, yalng berfungsi sebalgali tempalt malnusial melalkukaln kegialtalnnyal, balik 

untuk hunialn altalu tempalt tinggall, kegialtaln kealgalmalaln, kegialtaln usalhal, kegialtaln sosiall, 

budalyal, malupun kegialtaln khusus. Menurut Peralturaln Menteri Pekerjalaln 
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Umum Nomor 24 Talhun 2008 pedomaln pembalngunaln pemelihalralaln balngunaln 

gedung, fungsi dalri balngunaln gedung meliputi fungsi hunialn, kealgalmalaln, usalhal, sosiall 

daln budalyal sertal fungsi khusus aldallalh ketetalpaln mengenali pemenuhaln persyalraltaln 

aldministraltif daln persyalraltaln teknis. 

 

Beberalpal fungsi balngunaln gedung yalng dialtur dallalm Palsall 5 UU tentalng Balngunaln 

Gedung yalng menyebutkaln fungsi balngunaln alntalral lalin:27 Setialp balngunaln gedung 

memiliki fungsi daln klalsifikalsi balngunaln gedung Ketentualn lebih lalnjut mengena li 

fungsi daln klalsifikalsi balngunaln gedung sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dialtur 

dallalm Peralturaln Pemerintalh. Setialp balngunaln gedung yalng alkaln didirikaln halrus 

memenuhi persyalraltaln aldministraltif daln persyalraltaln teknis berdalsalrkaln fungsi 

balngunaln gedung. Persyalraltaln aldministraltif balngunaln gedung meliputi persyalralta ln 

staltus halk altals talnalh, staltus kepemilikaln balngunaln gedung, daln persetujualn balnguna ln 

gedung. Selalin itu, persyalraltaln teknis balngunaln gedung meliputi persyalraltaln talta l 

balngunaln daln persyalraltaln kealndallaln balngunaln. Aldalpun klalsifikalsi balngunaln gedung 

aldallalh klalsifikalsi dalri fungsi balngunaln gedung berdalsalrkaln pemenuhaln tingkalt 

persyalraltaln aldministraltif daln persyalraltaln teknisnyal.28 

Palscal berlalkunyal Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal (UU 

Ciptal Kerjal), Pemerintalh menghalpus istilalh Izin Mendirikaln balngunaln (IMB) sebalga li 

sallalh saltu syalralt untuk mendirikaln balngunaln gedung. Istilalh IMB digalntikaln dengaln 

Persetujualn  Balngunaln  Gedung  (PBG).  PBG  merupalkaln  perizinaln   yalng diberikaln 

kepaldal pemilik balngunaln gedung untuk membalngun balru, mengubalh, memperluals, 

menguralngi, daln/altalu meralwalt balngunaln gedung sesuali dengaln stalndalr teknis 

balngunaln gedung (Palsall 1 alngkal 17 Peralturaln Pemerintalh Nomor 16 Talhun 2021 

tentalng Peralturaln Pelalksalnalaln Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2002 tentalng 

Balngunaln Gedung altalu PP 16/2021). PBG salngalt penting kalrenal diperlukaln untuk 

memberikaln kepalstialn hukum altals kelalyalkaln, kenyalmalnaln, daln kealmalnaln sesuali 

 

27 Unda lng-Undalng Nomor 16 Ta lhun 2021 tentalng Ba lngunaln Gedung, Palsa ll 5. 
28 Pera ltura ln Pemerintalh Nomor 36 Talhun 2005 tentalng Pera ltura ln Pela lksa lnala ln UndalngUndalng Nomor 

28 Talhun 2002 tentalng Ba lnguna ln Gedung, Palsa ll 4. 
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dengaln fungsi balngunaln tersebut. 

 
Berdalsalrkaln ketentualn dialtals, malkal pemberialn Persetujualn Balngunaln Gedung kepalda l 

pemohon halrus dilalksalnalkaln sebalgalimalnal yalng telalh disalhkaln oleh Pemerintalh 

Daleralh algalr penggunalaln balngunaln gedung tersebut sesuali dengaln peruntukaln 

sebalgalimalnal yalng telalh dialjukaln sebelumnyal daln penyelenggalralaln balngunaln gedung 

senalntialsal berlalndalskaln Persetujualn Balngunaln Gedung algalr tidalk menggalnggu 

kondisi sosiall malsyalralkalt sekitalr daln untuk memenuhi syalralt keselalmaltaln balgi yalng 

menempalti balngunaln tersebut. Pengalwalsaln terkalit persetujualn balngunaln gedung 

aldallalh sualtu kegialtaln altalu usalhal yalng dilalkukaln oleh pemerintalh untuk mengetalhui 

daln menilali kenyaltalaln dallalm mendirikaln balngunaln balhwal telalh sesuali dengaln rencalna l 

daln proseduraltalu tidalk. Selalin itu, pemberialn PBG merupalkaln sallalh saltu bentuk 

pelalyalnaln publik kepaldal walrgal malsyalralkalt yalng halrus dialwalsi. 

 

Berdalsalrkaln ketentualn dialtals, malkal pemberialn Persetujualn Balngunaln Gedung kepalda l 

pemohon halrus dilalksalnalkaln sebalgalimalnal yalng telalh disalhkaln oleh Pemerintalh 

Daleralh algalr penggunalaln balngunaln gedung tersebut sesuali dengaln peruntukaln 

sebalgalimalnal yalng telalh dialjukaln sebelumnyal daln penyelenggalralaln balngunaln gedung 

senalntialsal berlalndalskaln Persetujualn Balngunaln Gedung algalr tidalk menggalnggu 

kondisi sosiall malsyalralkalt sekitalr daln untuk memenuhi syalralt keselalmaltaln balgi yalng 

menempalti balngunaln tersebut. Pengalwalsaln terkalit Persetujualn Balngunaln Gedung 

aldallalh sualtu kegialtaln altalu usalhal yalng dilalkukaln oleh pemerintalh untuk mengetalhui 

daln menilali kenyaltalaln dallalm mendirikaln balngunaln balhwal telalh sesuali dengaln rencalna l 

daln proseduraltalu tidalk. Selalin itu, pemberialn PBG merupalkaln sallalh saltu bentuk 

pelalyalnaln publik kepaldal walrgal malsyalralkalt yalng halrus dialwalsi. 

 

Dalsalr Hukum Persetujualn Balngunaln Gedung, Dalsalr hukum mengenali Persetujualn 

Balngunaln Gedung , alntalral lalin Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2002 tentalng 

Balngunaln Gedung yalng termualt dallalm Palsall 7 alyalt (1) daln (2), Palsall 8 alyalt (1) daln 

alyalt (4), Undalng-Undalng Nomor 26 Talhun 2007 tentalng Penaltalaln Rualng yalng termualt 

dallalm Palsall 7 alyalt (1), (2), daln (3), Palsall 35, Palsall 37 alyalt (1), (2), (3), (4), 
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(6), (7), daln (8), Palsall 60, Palsall 61, daln Palsall 63. Undalng – undalng Nomor 11 Talhun 

2020 tentalng Ciptal Kerjal dallalm Palsall 1 alngkal (11) , Palsall 13 , Palsall 24 , Palsall 39 , 

Palsall 49 , daln Palsall 114. Peralturaln Pemerintalh Nomor 16 Talhun 2021 tentalng 

Peralturaln Pelalksalnalaln Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2002 tentalng Balnguna ln 

Gedung yalng termualt dallalm Palsall 1 alngkal (17) , (28) , (29) , (48) daln alngkal (56) , 

Palsall 6, Palsall 11 alyalt (1) daln (2), Palsall 12 alyalt (1), Palsall 51 alyalt (8), Palsall 60 alyalt 

(6), Palsall 92 alyalt (3), (4), (6), Palsall 94 alyalt (1) , (2) ,daln (3), Palsall 100 (4),daln Palsall 

106 alyalt (7). Peralturaln Pemerintalh Penggalnti Undalng – Undalng Republik Indonesia l 

Nomor 2 Talhun 2022 Tentalng Ciptal Kerjal Palsall 24 Peralturaln Daleralh Kalbupalten Wa ly 

Kalnaln Nomor 16 talhun 2018 Tentalng Retribusi Izin Mendirikaln Balngunaln. 

 

Tujualn daln Malnfalalt Persetujualn Balngunaln Gedung, Tujualn dalri pengurusaln 

persetujualn balngunaln gedung iallalh untuk melindungi kepentingaln balik kepentingaln 

pemerintalh malupun kepentingaln malsyalralkalt yalng berkalitaln dengaln penggunalaln ha lk 

altals talnalh. Selalin itu, tujualnnyal aldallalh algalr balngunaln gedung yalng didirikaln oleh 

malsyalralkalt dalpalt tertaltal secalral optimall mengikuti rencalnal taltal rualng wilalyalh da ln 

memenuhi persyalraltaln balik aldministralsi malupun persyalraltaln teknis sehinggal lalyalk 

digunalkaln sesuali dengaln klalsifikalsi dalri fungsi balngunaln gedung sertal tidalk merusalk 

lingkungaln sekitalr. Upalyal mewujudkaln tujualn dalri Persetujualn Balngunaln Gedung ini 

aldallalh algalr pemalnfalaltaln balngunaln daln rualng kotal dalpalt seimbalng daln seralsi sehingga l 

dalpalt terciptal kondisi daleralh yalng tertib daln teraltur. Aldalpun malnfalalt Persetujualn 

Balngunaln Gedung alntalral lalin yalkni Balngunaln gedung yalng memiliki PBG dalpalt 

meningkaltkaln nilali ekonomis dalri balngunaln itu sendiri, PBG dalpalt dijaldikaln sebalgali 

jalminaln paldal salalt alkaln melalkukaln pinjalmaln ke balnk, Mendalpalt perlindungaln hukum 

dalri pemerintalh daleralh, Dalpalt meningkaltkaln pendalpaltaln daleralh, daln Daleralh yalng 

ditinggalli dalpalt tertaltal secalral ralpi daln tertib sertal sesuali dengaln peruntukalnnyal. Salnksi 

Hukum terhaldalp Balngunaln Gedung yalng Tidalk Sesuali Izin dengaln Persetujualn 

Balngunaln Gedung. 
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Penegalkaln Hukum dallalm Hukum Aldministralsi Negalral, Penegalkaln hukum merupalka ln 

tugals eksekutif dallalm struktur kelembalgalaln negalral modern, daln dilalksalnalkaln oleh 

birokralsi dalri eksekutif dimalksud, altalu yalng disebut birokralsi penegalkaln hukum. 

Eksekutif dengaln birokralsinyal merupalkaln balgialn dalri maltal ralntali untuk mewujudka ln 

rencalnal yalng tercalntum dallalm peralturaln (hukum) sesuali dengaln bidalng-bidalng yalng 

ditalngalni (welfalre stalte). Penegalkaln hukum menurut pendalpalt Soerjono Soekalnto 

aldallalh kegialtaln menyeralsikaln hubungaln nilali- nilali yalng terjalbalrkaln dallalm kalidalh-

kalidalh, palndalngaln-palndalngaln yalng malntalp daln mengejalwalntalhkalnnyal dallalm sikalp, 

tindalk sebalgali seralngkalialn penjalbalraln nilali talhalp alkhir untuk menciptalkaln kedalmalia ln 

pergalulaln hidup.29 

Palkalr hukum lalin, yalitu Jimly Alsshiddiqie jugal mengemukalkaln pengertialn mengenali 

penegalkaln hukum. Penegalkaln hukum aldallalh proses dilalkukalnnyal upalyal untuk 

tegalknyal altalu berfungsinyal normal-normal hukum secalral nyaltal sebalgali pedomaln 

perilalku dallalm lallu lintals altalu hubungaln-hubungaln hukum dallalm kehidupa ln 

bermalsyalralkalt daln bernegalral.30 Menurut P Nicolali daln kalwaln-kalwaln, salralna l 

penegalkaln Hukum Aldministralsi Negalral berisi31 Pengalwalsaln balhwal orga ln 

pemerintalhaln dalpalt melalksalnalkaln ketalaltaln paldal altalu berdalsalrkaln undalng-undalng 

yalng di tetalpkaln secalral tertulis daln pengalwalsaln terhaldalp keputusaln yalng meletalkkaln 

kewaljibaln kepaldal individu Peneralpaln kewenalngaln salnksi pemerintalhaln. Pengalwalsa ln 

yalng dilalkukaln pemerintalh aldallalh dallalm ralngkal memberikaln perlindungaln hukum 

balgi malsyalralkalt. Dallalm hall ini algalr tindalkaln pemerintalh tetalp sesuali dengaln norma l- 

normal hukum daln jugal dimalksudkaln sebalgali upalyal untuk mengemballikalnalnkaln palda l 

situalsi sebelum terjaldinyal pelalnggalraln terhaldalp normal-normal hukum. 

 

Terdalpalt beberalpal malcalm pengalwalsaln dallalm HAlN, ditinjalu dalri segi kedudukaln dalri 

baldaln/orgaln yalng melalksalnalkaln kontrol pengalwalsaln terhaldalp baldaln/orgaln yalng 

 

29 Soerjono Soekalnto , 1983 da lla lm http://e-journall.ualjy.a lc.id/7862/3/2MIH01201.pdf. 
30 30 Prof. Dr. Jimly Alsshiddiqie, SH, Penegalka ln Hukum, Ma lka lla lh, Hlm.1. 
31 Ridwa ln SH, Tiga l Dimensi Hukum Aldministra lsi Da ln Pera ldila ln Aldministralsi, Yogya lka lrta l, FH UII 

Press, 2009, Hlm 105. 

http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf
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dikontrol lalinnyal, dalpalt dibedalkaln alntalral jenis kontrol intern yalkni pengalwalsaln yalng 

dilalkukaln oleh baldaln yalng malsih dallalm lingkungaln pemerintalh itu sendiri daln kontrol 

ekstern yalkni pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh baldaln yalng bukaln balgialn dalri 

lingkungaln pemerintalhaln itu. Salralnal penegalkaln hukum aldministralsi lalinnyal selalin 

pengalwalsaln aldallalh salnksi. Peneralpaln salnksi dilalksalnalkaln oleh pemerintalh untuk 

melalksalnalkaln kepaltuhaln kepaldal malsyalralkalt. Ditinjalu dalri segi salsalralnnyal salnksi 

aldministraltif terbalgi menjaldi 2 jenis yalitu salnksi repaltoir yalkni salnksi yalng bertujualn 

untuk mengemballikaln paldal kealdalaln semulal sebelum terjaldinyal pelalnggalraln da ln 

salnksi punitif aldallalh salnksi yalng semaltal-maltal ditujukaln untuk memberikaln hukumaln 

paldal seseoralng. 

 

Melallui penegalkaln hukum dallalm hukum aldministralsi yalng dilalksalnalkaln oleh 

pemerintalh dihalralpkaln malmpu menciptalkaln sualsalnal yalng tertib, almaln, daln dalmali 

dallalm kehidupaln bernegalral, berbalngsal, daln bemalsyalralkalt. Pemerintalh halrus tetalp 

menjalmin aldalnyal sualtu kepalstialn hukum, kemalnfalaltaln, daln ralsal kealdilaln balgi 

malsyalralkalt. 

 

2.3.4. Sanksi Hukum terhadap Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan 

Persetujuan Bangunan Gedung 

Salnksi aldallalh balgialn yalng penting dallalm peralturaln perundalng-undalngaln. Dialturnya l 

salnksi dallalm baltalng tubuh peralturaln perundalng-undalngaln dimalksudkaln, algalr segalla l 

ketentualn yalng telalh dirumuskaln dalpalt dilalksalnalkaln secalral tertib daln tidalk dilalnggalr. 

Peralturaln perundalng-undalngaln di bidalng hukum aldministralsi senalntialsal memberi 

wewenalng kepaldal baldaln pemerintalhaln untuk menegalkkaln salnksi, malnalkallal terjaldi 

pelalnggalraln terhaldalp normal-normal hukum aldministralsi yalng berlalku. Menurut 

Utrecht, yalng dimalksud dengaln salnksi aldallalh alkibalt dalri sesualtu perbualtaln altalu sualtu 

realksi dalri pihalk lalin, balik itu malnusial altalu lembalgal sosiall altals sesualtu perbualtaln 

malnusial.32 Paldal pelalnggalraln ini, pelalnggalr dikenali salnksi berupal salnksi aldministraltif. 

Salnksi aldministraltif dalpalt dialrtikaln sebalgali salnksi yalng dikenalkaln 

 

32 E Utrecht, (1992) Pengalnta lr Da lla lm Hukum Indonesia l, Ja lka lrta l , Penerbit Ichtia lr, hlm. 17. 
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terhaldalp pelalnggalraln aldministralsi altalu ketentualn undalng-undalng yalng bersifalt 

aldministraltif. Salnksi aldministraltif dalpalt berupal dendal, peringaltaln tertulis, pencalbutaln 

izin tertentu, daln lalin-lalin. 

 

Izin yalng diterbitkaln altals penyelenggalralaln mendirikaln balngunaln gedung tentu salja l 

dalpalt menimbulkaln konsekuensi alkaln aldalnyal pelalnggalraln, sallalh saltu pelalnggalralnnya l 

yalkni balngunaln gedung yalng tidalk sesuali dengaln PBG yalng menjaldi objek fokus 

Penulis. Oleh kalrenal itu, dallalm peralturaln perundalng-undalngaln yalng menjaldi dalsalr 

hukum penyelenggalralaln balngunaln gedung dialtur mengenali salnksi altals perbualtaln yalng 

melalnggalr dallalm mendirikaln balngunaln, dialntalralnyal:Palsall 44 tentalng UU Nomor 28 

Talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung yalng mengaltur: Setialp pemilik daln/altalu 

penggunal yalng tidalk memenuhi kewaljibaln pemenuhaln fungsi, daln/altalu persyalraltaln, 

daln/altalu penyelenggalralaln balngunaln gedung sebalgalimalnal dimalksud dallalm undalng-

undalng ini dikenali salnksi aldministraltif daln/altalu salnksi pidalnal Palsall 45 tentalng UU 

Nomor 28 Talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung yalng sudalh diubalh paldal Peraltura ln 

Penggalnti Undalng- Undalng Nomor 2 talhun 2022 tentalng Ciptal Kerjal mengaltur palda l 

Palsall 45 alyalt (1) Salnksi aldministraltif sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 44 dalpalt 

berupal peringaltaln tertulis, pembaltalsaln kegialtaln pembalngunaln, penghentialn sementalra l 

altalu tetalp paldal pekerjalaln pelalksalnalaln pembalngunaln, penghentialn sementalral altalu tetalp 

paldal Pemalnfalaltaln Balngunaln Gedung, pembekualn Persetujualn Balngunaln Gedung, 

pencalbutaln Persetujualn Balngunaln Gedung, pembekualn sertifikalt lalik fungsi Balngunaln 

Gedung, pencalbutaln sertifikalt lalik fungsi Balngunaln Gedung; altalu perintalh 

Pembongkalraln. 

 

Selalin pengenalaln salnksi aldministraltif sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt (1) dalpalt 

dikenali salnksi dendal palling balnyalk 10% (sepuluh per seraltus) dalri nilali balngunaln yalng 

sedalng dibalngun altalu telalh dibalngun. Jenis pengenalaln salnksi sebalgalimalnal dimalksud 

dallalm alyalt (1) daln alyalt (2) ditentukaln oleh beralt daln ringalnnyal pelalnggalraln yalng 

dilalkukaln. Salnksi aldministraltif yalng selalnjutnyal dialtur dallalm PP Nomor 16 Talhun 

2021 Tentalng Penyelenggalralaln Balngunaln Gedung Palsall 327 yalitu : 
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Setialp Pemilik, Pengelolal, Penggunal, Penilik, Penyedial Jalsal Konstruksi, Pengkalji 

Teknis, Profesi Alhli, TPAl ( Tim Profesi Alhli ) , daln/altalu TPT ( Tim Penilali Teknis ) 

yalng melalnggalr ketentualn sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 250 alyalt (2), Palsall 251 

alyalt (3), Palsall 253 alyalt (4), Palsall 274 alyalt (2), Palsall 281 alyalt (1), Palsall 293 alyalt 

(2) daln alyalt (3), daln/altalu Palsalt 321 alyalt (21, dikenali salnksi aldministraltif. Salnksi 

aldministraltif sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dalpalt berupal: 

1. Peringaltaln tertulis; 

2. Pembaltalsaln kegialtaln: 

3. Pembalngunaln; 

4. Pemalnfalaltaln; daln Pembongkalraln; 

5. Penghentialn sementalral altalu tetalp paldal kegialtaln: 

6. Talhalpaln pembalngunaln; 

7. Pemalnfalaltaln; daln Pembongkalraln. 

8. Pembekualn: 

9. PBG; 

10. SLF ( Suralt Lalik Fungsi ); daln 

11. Persetujualn Pembongkalraln; 

12. Pencalbutaln: 

13. PBG; 

14. SLF; daln Persetujualn pembongkalraln; 

 
Penghentialn pemberialn tugals sebalgali TPAl selalmal 3 (tigal) bulaln; dikelualrkaln dalri balsis 

daltal TPAl; penghentialn sementalral altalu tetalp paldal pekerjalaln pelalksalnalaln pembalngunaln 

diusulkaln untuk mendalpalt salnksi dalri alsosialsi profesi altalu pergurualn tinggi tempalt 

bernalung; penghentialn sementalral altalu tetalp paldal Pemalnfalaltaln Balngunaln Gedung; 

penghentialn pemberialn tugals sebalgali Penilik; daln/altalu penghentialn tugals sebalgali 

Penilik Salnksi dallalm HAlN aldallalh allalt kekualsalaln yalng digunalkaln pemerintalh yalng 

bersifalt hukum publik sebalgali realksi terhaldalp ketidalkpaltuhaln kewaljibaln terhaldalp 

normal yalng beralsall dalri Hukum Aldministralsi. Didallalm salnksi terdalpalt empalt unsur 

yalitu allalt kekualsalaln (malchtmiddelen), bersifalt hukum public (publiekrechtelijke), 

digunalkaln oleh pemerintalh (overheid), sebalgali realksi altals ketidalkpaltuhaln (realctive op 

niet-nalleving). Salnksi aldallalh inti dalri penegalkaln hukum dallalm Hukum Aldministralsi. 
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Taltal Calral Penjaltuhaln Salnksi, Taltal calral penjaltuhaln salnksi terhaldalp balngunaln gedung 

yalng tidalk sesuali dengaln Persetujualn Balngunaln Gedung termualt dallalm Palsall 317 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 16 Talhun 2021 tentalng Peralturaln Pelalksalnalaln Undalng-

Undalng Nomor 28 Talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung, yalng mengaltur balhwal,33 

Dallalm hall halsil pengkaljialn teknis sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 316 alyalt (5) 

menyaltalkaln balhwal Balngunaln Gedung tidalk lalik fungsi sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 314 alyalt (3) huruf al daln/altalu Pemalnfalaltaln Balngunaln Gedung menimbulkaln 

balhalyal balgi Penggunal, Malsyalralkalt, daln dalmpalk penting terhaldalp lingkungalnnya l 

sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 314 alyalt (3) huruf b, Dinals Teknis menerbitkaln 

suralt penetalpaln Pembongkalraln melallui SIMBG ( Sistem Informalsi Malnaljemen 

Balngunaln Gedung). Suralt penetalpaln Pembongkalraln sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt 

(1) memualt baltals walktu Pembongkalraln, prosedur Pembongkalraln, daln salnksi 

aldministraltif terhaldalp setialp pelalnggalraln. Dallalm hall Pemilik daln/altalu Penggunal tidalk 

melalksalnalkaln Pembongkalraln dallalm baltals walktu sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2), 

Pembongkalraln dilalkukaln oleh Pemerintalh Daleralh kalbupalten/kotal daln dalpalt menunjuk 

penyedial jalsal Pembongkalraln Balngunaln Gedung altals bialyal Pemilik kecualli balgi 

Pemilik rumalh tinggall yalng tidalk malmpu, bialyal Pembongkalraln ditalnggung oleh Dina ls 

Teknis. 

 

Penyedial jalsal Pembongkalraln Balngunaln Gedung sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (3) 

halrus membualt RTB (Rencalnal Teknis Balngunaln). Dallalm hall pelalksalnalaln 

Pembongkalraln dilalkukaln oleh Pemilik sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (3), Dinals 

Teknis melalkukaln inspeksi pelalksalnalaln Pembongkalraln. Pemilik halrus melalksalnalkaln 

Pembongkalraln sesuali baltals walktu daln prosedur yalng tercalntum dallalm suralt penetalpaln 

Pembongkalraln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2). Dallalm melalksalnalkaln inspeksi 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (5) Pemerintalh Daleralh kalbupalten/kotal menugalskaln 

Penilik. Selalin itu, taltal calral penjaltuhaln salnksi terhaldalp balngunaln gedung yalng tidalk 

sesuali dengaln PBG jugal dialtur dallalm Palsall 21 Peralturaln Daleralh 

 

33 Pera ltura ln Pemerintalh Nomor 16 Talhun 2021 tentalng Pera ltura ln Pela lksa lnala ln Undalng-Undalng 

Nomor 28 Talhun 2002 tentalng Ba lngunaln Gedung. 
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nomor 16 Talhun 2018 yalng mengaltur Dallalm hall waljib retribusi tidalk membalyalr tepalt 

paldal walktunyal, dikenalkaln salnksi aldministraltif berupal bungal sebesalr 2% ( dual persen 

) setialp bulaln dalri retribusi terutalng yalng tidalk dibalyalr daln ditalgih dengaln 

menggunalkaln STRD ( Suralt Talgihaln Restribusi Daleralh ). Taltal calral pemberialn salnksi 

aldministraltif sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dialtur dengaln Peralturaln Bupalti. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitialn ini dilalkukaln untuk memperoleh daltal yalng alkuralt. Penelitialn hukum 

merupalkaln sebualh kegialtaln ilmialh untuk mengembalngkaln ilmu pengetalhualn hukum 

algalr mengetalhui malsallalh paldal kegialtaln termalsuk malsallalh- malsallalh yalng berkembalng 

di daleralh. 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekaltaln malsallalh dallalm proses pengumpulaln daltal paldal penelitialn ini malka l 

menggunalkaln pendekaltaln secalral yuridis normaltif daln yuridis empiris. Pendekalta ln 

yuridis normaltif merupalkaln sualtu pendekaltaln yalng dilalkukaln dengaln calral menelalalh 

paldal alsals, teori, daln konsep sertal peralturaln-peralturaln terhaldalp penelitialn ini untuk 

memalhalmi malsallalh dengaln kaljialn ilmu hukum, sedalngkaln pendekaltaln yuridis empiris 

dilalkukaln untuk dalpalt mengetalhui kejelalsaln falktal yalng terjaldi dilalpalngaln daln 

berkalitaln dengaln pelalksalnalaln pengalwalsaln terhaldalp perizinaln mendirikaln balngunaln 

yalng aldal di Kalbupalten Waly Kalnaln. 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber daln jenis daltal dallalm penelitialn ini menggunalkaln daltal primer daln daltal 

sekunder. 

3.2.1. Data Primer 

Daltal primer aldallalh daltal yalng diperoleh secalral lalngsung dalri halsil penelitialn di 

lalpalngaln dengaln informen yalitu sebalgali berikut: 

1) Kepallal Dinals Penalnalmaln Modall daln Pelalyalnaln Terpaldu Saltu Pintu Kalbupalten 

Waly Kalnaln, Alrie Alntoni Thalmrin., S.STP.,M.IP ; 

2) Pelalyalnaln Terpaldu Saltu Pintu Kalbupalten Waly Kalnaln, Risep Falntri Rozal, S.E., 

M.Si. 
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3) Malsyalralkalt yalng balngunalnnyal tidalk sesuali dengaln PBG. 

 
3.2.2. Data Sekunder 

Daltal sekunder aldallalh daltal yalng diperoleh dalri berbalgali sumber hukum dengaln 

melalkukaln studi dokumen, alrsip yalng bersifalt teoritis, konsep-konsep, doktrin daln 

alsals-alsals hukum yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln yalng alkaln diteliti, yalng terdiri 

alntalral lalin: 

a. Balhaln Hukum Primer 

Sumber balhaln yalng merupalkaln balhaln-balhaln hukum yalng mempunyali kekualtaln 

hukum mengikalt seperti peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. Balhaln 

hukum primer, yalitu balhaln hukum yalng mengikalt yalng terdiri dalri : 

1. Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung. 

2. Undalng – Undalng Nomor 11 Talhun 2021 Tentalng Ciptal Kerjal. 

3. Peralturaln Pemerintalh Nomor 16 Talhun  2021  tentalng  Peralturaln  Pelalksalnalaln 

Undalng- Undalng Nomor 28 Talhun 2002 tentalng Balngunaln Gedung. 

4. Peralturaln Daleralh Kalbupalten Waly Kalnaln Nomor 6 Talhun 2018 tentalng 

Retribusi Izin Mendirikaln Balngunaln 

b. Balhaln Hukum Sekunder 

Balhaln hukum sekunder yalitu balhaln hukum yalng eralt hubungalnnyal dengaln balhaln 

hukum primer daln dalpalt membalntu mengalnallisis sertal memalhalmi balhaln hukum 

primer tersebut berupal nalskalh–nalskalh, halsil penelitialn terkalit, malkallalh, buku– 

buku kalryal dalri palral palkalr hukum, jurnall hukum, suralt kalbalr sertal balhaln tulisaln 

lalin yalng aldal kalitalnnyal dengaln malsallalh yalng diteliti. 

c. Balhaln hukum tersier 

 
Balhaln hukum tersier yalitu balhaln hukum yalng alkaln memberikaln petunjuk 

informalsi/penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer daln sekunder, seperti kalmus 

hukum, ensiklopedi, indeks daln lalin–lalin. Daltal yalng selalnjutnyal dialmbil dalri 

penelitialn lalpalngaln sebalgali ralngkalialn dallalm penelitialn untuk menemukaln falktal– 
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falktal di lalpalngaln balik dallalm bentuk daltal primer malupun daltal sekunder. 

 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dallalm pengumpulaln daltal di lalpalngaln, malkal teknik pengumpulaln daltal dilalkukaln 

dengaln 2 (dual) calral yalitu: 

 
3.3.1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Sallalh saltu calral untuk mengumpulkaln daltal primer aldallalh walwalncalral, walwalncalral yalng 

dimalksud dallalm penelitialn ini yalitu walwalncalral bebals terpimpin. Walwalncalral bebals 

terpimpin yalitu dengaln mempersialpkaln terlebih dalhulu pertalnyalaln-pertalnyalaln sebalgali 

pedomaln tetalpi malsih dimungkinkaln aldalnyal valrialsi pertalnyalaln yalng alkaln disesuikaln 

dengaln situalsi paldal salalt walwalncalral, algalr proses talnyal jalwalb dalpalt berjallaln dengaln 

lalncalr. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Studi ini merupalkaln allalt pengumpulaln daltal sekunder, Studi pustalkal (libralry resealrch) 

yalitu berbalgali dokumen yalng didalpalt dalri perpustalkalaln universitals lalmpung daln 

Rualng Balcal Falkultals Hukum Universitals Lalmpung balhaln–balhaln pustalkal yalng 

berkalitaln dengaln permalsallalhaln yalng dibalhals dallalm penelitialn ini. 

 

3.4. Analisis Data 

Setelalh dilalkukaln pengumpulaln daln pengolalhaln daltal, kemudialn dilalkukaln alnallisis 

daltal dengaln menggunalkaln alnallisis kuallitaltif dilalkukaln dengaln calral menguralikaln dalta l 

yalng diperoleh dalri halsil penelitialn dallalm bentuk kallimalt-kallimalt disusun secalra l 

sistemaltis, sehinggal dalpalt diperoleh galmbalraln yalng jelals tentalng malsallalh yalng alkaln 

diteliti, sehinggal ditalrik sualtu kesimpulaln dengaln berpedomaln calral berfikir induktif, 

yalitu sualtu calral berfikir dallalm mengalmbil kesimpulaln secalral umum yalng didalsalrkaln 

altals falktal-falktal yalng bersifalt khusus gunal menjalwalb permalsallalhaln yalng telalh 

dikemukalkaln. 
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BAB V 

 KESIMPULAN 

 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdalsalrkaln paldal uralialn dialtals, kesimpulaln dallalm skripsi ini yalitu : 

1. Dallalm ralngkal pembalngunaln daln tertib perundalng-undalngaln di Kalbupalten Waly 

Kalnaln telalh dilalkukaln pengalwalsaln secalral terjaldwall daln telalh dilalkukaln sesuali 

prosedur. Wallalupun demikialn, malsih saljal terdalpalt balngunaln gedung yalng tidalk 

sesuali dengaln peruntukalnnyal di dallalm PBG. Dinals Penalnalmaln Modall daln 

Pelalyalnaln Terpaldu Saltu Pintu jugal telalh melalkukaln tugalsnyal dallalm pelalyalnaln 

perizinaln daln pengalwalsaln balngunaln gedung dengaln balik daln sesuali dengaln 

prosedur yalng dialtur dallalm peralturaln daleralh kalbupalten Waly Kalnaln Nomor 16 

talhun 2018 Tentalng Retribusi Izin Mendirikaln Balngunaln. Malkal jikal terdalpa lt 

pelalnggalraln salalt dallalm talhalp pengalwalsaln alkaln dikenalkaln salnksi sesuali dengaln 

peralturaln daleralh yalng berlalku di Kalbupalten Waly Kalnaln. Nalmun, salalt ini Dinals 

Penalnalmaln Modall daln Pelalyalnaln Terpaldu Saltu Pintu mengallalmi kendallal dallalm 

melalkukaln pengalwalsaln yalitu terkalit malsallalh alnggalraln selalmal palndemic covid- 

19. Selalin itu, jugal kalrenal kondisi geogralfis Kalbupalten Waly Kalnaln yalng alkses 

jallalnnyal tidalk semual bisal dijalngkalu. 

 

2. Peneralpaln salnksi aldministraltif terhaldalp balngunaln gedung yalng tidalk sesuali 

dengaln peruntukalnnyal, sejaluh ini sudalh pernalh dilalkukaln paldal salalt pengalwalsaln 

lalngsung dengaln diberi suralt peringaltaln daln instruksi terkalit prosedur selalnjutnyal, 

sesuali dengaln Peralturaln Daleralh Nomor 5 talhun 2016 tentalng Retribusi Izin 

Mendirikaln Balngunaln. Sehinggal malsyalralkalt yalng telalh menerimal salnksi 

aldministralsi  bisal memperbaliki  syalralt balngunaln  sesuali  prosedur di PBG 
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5.1. Saran 

Salraln terhaldalp pengalwalsaln daln pemberialn salnksi aldministraltif di Kalbupalten Waly 

Kalnaln alntalral lalin sebalgali berikut: 

1. Dibutuhkalnnyal pembentukaln Peralturaln Daleralh Terkalit Persetujualn Balngunaln 

Gedung algalr terciptalnyal kepalstialn hukum daln ketertibaln terkalit balngualn gedung 

di Kalbupalten Waly Kalnaln. 

2. Algalr pengalwalsaln balngunaln di Kalbupalten Waly Kalnaln dalpalt dilalksalnalkaln daln 

ditegalkkaln dengaln balik, malkal pihalk–pihalk yalng ditugalskaln dallalm melalkukaln 

pengalwalsaln dallalm hall ini Dinals Penalnalmaln Modall daln Pelalyalnaln Terpaldu Saltu 

Pintu melallui Seksi Kerjal Salmal daln Pembinalaln halrus dilengkalpi dengaln salralnal– 

pralsalralnal yalng cukup, sehinggal dihalralpkaln dallalm menjallalnkaln tugals  pengalwalsaln 

balngunaln di Kalbupalten Waly Kalnaln dalpalt dilalkukaln secalral efektif daln efisien . 

3. Pemerintalh Kalbupalten Waly Kalnaln halrus sedalpalt mungkin melalkukaln pengalwalsa ln 

daln mengaltalsi halmbaltaln yalng aldal untuk pengalwalsaln algalr malsyalralkalt yalng 

memiliki PBG daln tidalk sesuali dengaln peruntukalnnyal dalpalt memaltuhi peraltura ln 

yalng aldal. Selalin itu, Pemerintalh Kalbupalten Waly Kalnaln halrus secalral rutin daln 

terjaldwall dallalm mengaldalkaln sosiallisalsi kepaldal malsyalralkalt algalr palhalm alkaln 

pentingnyal memiliki Persetujualn Balngunaln Gedung. 



 

aan”. 
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